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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang diadakan di pesantren
PERSIS Bangil dengan judul ‘Pandangan Asatiz PERSIS Bangil terhadap
Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama”. Penelitian ini bertujuan menjawab
pertanyaan: Bagaimana metode istinbat hukum PERSIS Bangil? Bagaimana
pandangan asatiz PERSIS Bangil terhadap keharusan _perceraian di Pengadilan
Agama? Bagaimana analisis terhadap pandangan asatzz PERSIS Bangil terhadap
keharusan perceraian di Pengadilan Agama?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data
penelitiannya diperoleh melalui inferview dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan
analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode istinbat hukum PERSIS Bangil
adalah menggali langsung dari al-quran dan hadis dengan menggunakan wsu/ figih
yang biasa dipakai para ulama. Rumusan usu/ figih yang dipakai banyak terpengaruh
usul figih imam Syafi’i dan terpengaruhi juga usu/ figih imam Hanafi. Tanggapan
asatizPERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama direspons
dengan baik, demi kemaslahatan bersama. Akan tetapi, ketentuan tersebut bagi
mereka merupakan masalah administratif sehingga tetap menilai sah kalau
perceraian terjadi di luar Pengadilan Agama. Mereka berpendapat ketentuan tersebut
perlu ditinjau ulang, karena al-qur’an dan hadis tidak mengharuskan perceraian di
depan sidang pengadilan. Pengadilan Agama seharusnya bertugas pula mencatat dan
menetapkan perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama tetapi yang sudah sah
menurut syar’i, Dalam menentukan suatu hukum PERSIS Bangil tetap berpegang
terhadap pemahaman tekstual sehingga hukum Islam tidak bersifat fleksibel di
setiap jaman. Seandainya perceraian di luar Pengadilan tetap sah, maka
kemaslahatan umum kaum muslimin di Indonesia akan terhambat. Padahal
perceraian pengadilan lebih sesuai dengan syariar, karena hakim menjadi hakam
dalam persengketaan pasangan suami-istri tersebut, dan mengadakan penelitian
terlebih dahulu mengenai alasan-alasan perceraiannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan, perrama, kepada
Persatuan Islam Bangil mengkaji permasalahan ini dalam Dewan Hisbah PERSIS
schingga mempunyai pengaruh berskala nasional dalam kehidupan bermasyarakat,
dan menjadikan kepentingan umum (kemaslahatan) menjadi dasar penetapan hukum
pula. Keduva, kepada pemerintah untuk lebih intens menyosialisasikan makna
perkawinan dan perceraian, demi memperkecil angka perceraian.
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BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ritual yang sangat sakral dalam perspektif
masyarakat umum. Segala tenaga dan harta pasti dicurahkan ketika
pelaksanaan pernikahan. Pihak yang terlibat bukan hanya calon pengantin,
tetapi juga keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat. Bahkan pemerintah
pun selaku pefnimpin bangsa dan Negara melibatkan diri dalam pernikahan,
sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Islam memandang pernikahan bukan sekedar hubungan biologis antara
suami-istri, tetapi merupakan ibadah, yang dalam Al-Qur’an disebut Misagan
Galizan dan aspek sosiologisnya pun diperhatikan. Pernikahan merupakan
suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta
keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan
membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Sehingga keluarga menjadi
institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana

awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar



penyokong kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tenteram.'

Sebagaimana firman Allah SWT, QS. ar-Rum ayat 21,

(s 0L B35 855 1S s Gl 1,0 Gl R 1 1K Sl O i 1
0555 ¢y T i

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekvasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir™

Dalam suatu rumah tangga kadang terjadi perselisihan atau
persengketaan antara suami-istri, baik dikarenakan kesalahan suami atau
sebaliknya. Bentuk kesalahan tersebut bisa berupa unsur ketidaksengajaan atau
kesengajaan. Dari perselisihan tersebut, ada pasangan yang kembali rukun
untuk membangun keluarga tetapi ada pula yang berujung perceraian karena
perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan.

Hal lain yang perlu dipahami bahwa pernikahan merupakan perbuatan
yang memiliki akibat hukum dan akan menimbulkan beberapa konsekuensi.

Sehingga negara perlu mengatur prosedur saat akan melakukan dan saat akan

memutuskan pernikahan untuk menghindari dampak negatif. Di antara

! Abdul Jalil (edt), Figh Rakyat (Pertautan Figh dengan Kekuasaan), Y ogyakarta, LKiS,
2000, h. 285

? Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan T erjemahannya, Bandung,
Syamil Cipta Media, t.t. h. 406



ketentuannya adalah melakukan perceraian harus di depan sidang pengadilan,
sebagaimana pasal 39 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan bahwa: “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak . Dalam al-Qur’an maupun Hadis tidak ada
satu pun ketentuan yang konkret perceraian harus di persidangan. Namun,
seiring perkembangan zaman, hukum Islam di Indonesia mengharuskan
perceraian di depan persidangan, karena berdasarkan pertimbangan
kemaslahatan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.*

Talak (cerai) merupakan peristiwa hukum putusnya perkawinan.
Peristiwa ini diupayakan scbagai jalan terakhir setelah menempuh perdamaian
tetapi tidak berhasil. Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar
terakhir pertengkaran suami-istri dalam berumah tangga, karena diharapkan
untuk menjaga hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara
keluarga suami dan keluarga istri, bahkan hubungannya dengan masyarakat
tetap berjalan dengan baik.” Meskipun perceraian disyariatkan dan dihalalkan
dalam Islam, tetapi perbuatan tersebut di benci Allah SWT, sebagaimana hadis

Abu Dawud berikut:

3 Wacana intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, h. 12

* Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. ke-3,
1998, h. 107

* Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan
Bintang, cet. ke-4, h, 157
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“diceritakan dari Kasir bin ‘ubaid dari Muhammad bin Khalid
dari Mu’arif bin Wasil dan Muharib bin Disar dari dari Ibnu Umar,

bahwasannya Rasulullah Saw bersabda perbuatan halal yang dibenci
Allah SWT adalah talak’

| Dengan demikian, keterangan di atas memberikan pemahaman bahwa
harus adanya usaha meredam proses terjadinya perceraian. Cerai merupakan
jalan paling terakhir, dan saat perceraian harus dilakukan dengan cara yang
baik schingga menekan dampak negatif.

Para ulama klasik berpendapat bahwa talak adalah hak mutlak suami
yang dapat dipergunakan sekehendaknya tanpa harus melalui lembaga
peradilan dan tanpa mengajukan alasan perceraiannya. Sedangkan ulama saat
ini, seperti as-Syarkawi dan al-Kasani berpendapat bahwa hak talak suami itu
sifatnya terbatas bukan mutlak. Mereka berpendapat hukum talak pada
dasarnya “ dilarang ” kecuali dalam keadaan darurat berubah menjadi “ mubah
"7

Pada dasarnya perceraian adalah urusan pribadi (suami-istri). Tetapi,
untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, maka perceraian harus

dilakukan dalam lembaga peradilan. Peradilan pun untuk memberikan

¢ Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, juz I, Beirut: Daar al-Fikr, 1996, h.120

7 Abd. Rozak, “perceraian scbagai alasan perceraian”, jurnal mimbar hukum, yang
dikutip Qurrotul A’yuni, dalam “ kedudukan talak di luar sidang pengadilan menurut
pandangan Muhammadiyah daa NU'’, skripsi, UIN Kali jaga Yogyakarta, 2009, h. 3



kepastian hukum bagi pasangan tersebut. Kemudian selain itu, pemerintah pun
memperketat dan mempersulit perceraian dikarenakan efek madarar akibat
perceraian sangat berpcngaruh terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan
masyarakat. Tindakan pemerintah ini dalam rangka mewujudkan tujuan
perkawinan, sesuai pasal 1 UU No.l tahun 1974 tentang perkawinan bahwa
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.®

Dalam perundang-undangan perkawinan ada perbedaan yang menarik
antara pencatatan perkawinan dan keharusan perceraian di Pengadilan Agama,
Para hakim masih menganggap perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan
syarat nikah tetap sah, meskipun tidak melakukan pencatatan perkawinan.
Tetapi mereka tidak memiliki perlindungan hukum oleh negara. Demikian itu
dikarenakan masih ada kesempatan bagi mereka ketentuan “ isbat nikah .
Sedangkan dalam perceraian, tidak ada ketentuan atau istilah “ isbar talag ”,
sehingga beribu-ribu talak/cerai diucapkan suami kepada istrinya di luar
Pengadilan Agama, cerainya tidak sah. Berbeda dengan para firgaha dalam
fikih klasiknya, yang menjelaskan bahwa cerai bisa dijatuhkan di mana saja

dan kapan saja karena cerai adalah hak istimewa/prerogatif suami.

¥ Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, h. 1-2



Peraturan perkawinan sudah ditétapkan dalam UU No. 1 tahu1'1 1974 ,
yang dilengkapi peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun
1975. Namun, di lingkungan masyarakat masih ada praktek perceraian di luar
persidangan. Pelakunya pun beragam, mulai dari warga biasa, tokoh agama,
selebritis, bahkan pejabat pemerintah sendiri. Fenomena ini sudah terbukti
menimbulkan persoalan, seperti permasalahan harta bersama, harta waris, hak
asuh, dan nafkah mut’ah. Schingga masih perlu gerakan perubahan
pemahaman mengenai fikih perkawinan di Indonesia oleh organisasi
masyarakat yang ada, terutama organisasi yang fokus pada bidang sosial
keagamaan,

Organisasi masyarakat di Indonesia yang mempunyai peran besar dalam
kehidupan umat Islam di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU)
dan Persatuan Islam (PERSIS). Ketiga organisasi ini memiliki suatu lembaga
fatwa (/ajnal) tingkat nasional, yang membahas permasalahan yang baru, yang
segera diputuskan kedudukan hukumnya.’ Dalam Muhammadiyah dikenal
dengan Majelis Tarjih, di Nahdlatul Ulama diistilahkan Bahsul Masa’il,
sedangkan dalam PERSIS disebut Dewan Hisbah. Ketiga Lajnah ini
memiliki pedoman istinbat hukum yang berbeda. Terkait dengan penetapan
cerai harus di pengadilan agama, sebagaimana pasal (1) UU No. 1 tahun

1974 tentang Perkawinan, Muhammadiyah dan NU sudah membahas dalam

% Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2004, h. 234



lembaga fatwanya. Muhammadiyah dari hasil majelis tarjihnya berpendapat,
bahwa perceraian di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Perceraian
harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak
dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang
pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim.'

Sementara NU, melalui Bahsul Masail dalam Muktamar ke-28 di
Yogyakarta, Musyawarah Nasional dan konferensi Besar sebagai forum
tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah
keagamaan, baik masail diniyyah waqi’jyah maupun maudhuiyah,
memberikan sebuah keputusan hukum bahwa apabila suami belum
menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di
depan hakim agama dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung
iddahnya. Apabila suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama,
maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama merupakan talak yang
kedua dan seterusnya masuk dalam waktu iddah raj’iyah.".

Kemudian organisasi PERSIS belum membawa permasalahan ini ke
Dewan Hisbah. Persatuan Islam (PERSIS) didirikan secara resmi pada tanggal

12 September 1923 di Bandung oleh kelompok orang Islam yang berminat

*° htp://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id (26
Januari 2009 ), Majelis Tarjih, Perceraian di Luar Pengadilan

"! Sahal Mahfud, ahkamul fukaha (solusi problematika aktual hukum islam, keputusan
muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999), Surabaya, LT NU Jawa Timur
dan Diantama, 2004, h. 439



dalam studi dan aktivitas keagamaan, yang dipimpin oleh Zamzam dan
Muhammad Yunus.'? Dalam Qanun Asasi PERSIS pasal 2 dasar dan tujuan,
discbutkan jamaah ini berdasarkan Islam; PERSIS bertujuan untuk
mengamalkan segala ajaran Islam, dalam setiap segi kehidupan anggotanya
dalam masyarakat dan PERSIS bertujuan untuk menempatkan kaum muslimin
pada ajaran aqidah dan Syariah yang murni berdasarkan Quran dan Sunnah."
Sedangkan dalam membahas permasalahan baru yang tidak ditemukan dalam
al-qur'an dan hadis maka PERSIS menentukan hukumnya dalam Dewan
Hisbah.

PERSIS seharusnya menanggapi pula peraturan perceraian harus di
Pengadilan Agama, karena akan memberikan efek terhadap kesahan cerai di
luar pengadilan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Dikarenakan PERSIS
belum membahas keharusan perceraian di pengadilan agama dalam Dewan
Hisbah, maka penulis melakukan penelitian di salah satu Pesantren PERSIS
yang bisa dianggap mewakili pendapat PERSIS secara umum, untuk meneliti
bagaimana menanggapi keharusan dalam perundangan-undangan tersebut.
Pesantren tersebut berada di Bangil kabupaten Pasuruan, dan bernama

Pesantren PERSIS BANGIL. Adapun judul penelitian ini adalah « Pandangan

12 Mughni, Syafiq A, Hasan Bandung: pemikir islam radikal, Surabaya, Bina Ilmu, cet.
ke-2, 1994 h. 53

 Ibid, h. 138



Asatiz PERSIS BANGIL Terhadap Keharusan Perceraian di Pengadilan

Agama”

Rumusan Masalah
Untuk mempermudah penulisan ini, disusunlah rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana Manhaj Istinbat Hukum PERSIS Bangil ?
2. Bagaimana Pandangan Asatiz PERSIS BANGIL Terhadap Keharusan
Perceraian di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana analisis terhadap Pandangan Asatiz PERSIS BANGIL

tentang Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama?

Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang
sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis.
Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini
bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian

sebelumnya.'*

4 Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Nomor: In.
02/1/PP.00.9/32.a/1/2010, tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, h. 7
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Di antara kitab fikih klasik yang membahas masalah talak adalah figh
as-sunnah, karya as-Sayyid Sabiq.'” Dalam kitab ini tidak mengutarakan
permasalahan perceraian di pengadilan.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam,
menjelaskan berbagai macam perceraian yang dilakukan di Pengadilan
Agama. Perceraian tersebut karena faskh, khuluk, syigaq, li’an dan takilik
talag. Dalam buku ini ditegaskan perceraian harus dipersulit supaya sedikit
terjadi perceraian, maka diperlukan undang-undang untuk mengharuskan
perceraian di pengadilan. '

M. Djamil Latif, dalam bukunya Aneka Hukum Perceraian di
Indonesia, menjelaskan masalah perceraian dari berbagai hukum yang ada di
Indonesia. Dalam bukunya diutarakan bahwa pada prinsipnya ada dua
macam perceraian. Pertama, perceraian menurut hukum agama Islam, yang
memahami cerai adalah hak suami yang diajukan ke pengadilan berdasarkan
alasan yang disaksikan di sidang pengadilan. Kedua, perceraian selain
hukum agama Islam, yang memahami, yang menyatakan perceraian adalah
hak hakim pengadilan atas gugatan yang diajukan suami-istri berdasarkan

alasannya pula.!’

¥ As-sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid II, Beirut: Dair al-Fikr, cet. ke-7, 1983 h. 20

16 Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, cet. ke-9,
2000, h. 93

17 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Yogyakarta, Lberty, cet. ke-2,
1986, h. 119-120
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Di samping beberapa buku di atas, ada beberapa penelitian serupa
dengan skripsi ini, yaitu skripsi Qurrotul A’yuni, mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga pada tahun 2009 yang berjudul “ Kedudukan Talak Di Luar
Persidangan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah .
Pada skripsi ini dipaparkan kedudukan talak di luar pengadilan agama
dengan mengkomparatifkan pandangan NU dan Muhammadiyah.

Dalam skripsi Defrianto, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada tahun
2009, “ Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan
Agama (studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung kec. Sitiung kab.
Dharmasraya) ”. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah apa faktor
utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di
Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab Dharmasraya, mengapa
tokoh masyarakat berpendapat sahnya talak di luar Pengadilan Agama serta
tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung
terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Dari telaah pustaka di atas, sudah jelas bahwa permasalahan dalam
kajian skripsi ini berbeda. Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis
susun, skripsi ini akan memaparkan manhajf istinbat hukum PERSIS Bangil
dan pandangannya tentang keharusan perceraian di Pengadilan, yang

kemudian penulis analisis pandangan mereka tersebut.
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D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui Manhaj Istinbat Hukum PERSIS BANGIL?
2. Mengetahui Pandangan Asatiz PERSIS BANGIL Terhadap Keharusan
Perceraian di Pengadilan Agama?
3. Mengetahui Analisis terhadap Pandangan Asatiz PERSIS BANGIL

tentang Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama?

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi aspek teoritis dan aspek
praktis. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan terkait pernikahan, khususnya mengenai
prosedur perceraian. Sedangkan dalam aspek praktis, diharapkan dari hasil
penelitian ini ada sebuah gerakan perubahan pemahaman yang sama bahwa

perceraian dilakukan di persidangan itu sangat penting, bahkan menentukan

keabsahan (sah) dari cerai itu sendiri.

F.  Definisi Operasional
Agar ada satu pandangan pemahaman mengenai penelitian ini, maka
dibuat definisi operasional yang memuat penjelasan tentang pengertian yang
bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan

acuan dalam menelusuri variable tersebut melalui penelitian.



melakukan pengajaran/mengajar. Pada skripsi ini, asatiz dimaknai orang-

orang yang mengajarkan permasalahan agama terutama mengenai Syariah
atau fikih di Pondok Pesantren PERSIS Bangil.

. PERSIS BANGIL adalah Pesantren Persatuan Islam (PERSIS), yang
bertempat di kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa
Timur.

. Keharusan adalah kewajiban yang perlu dilakukan sescorang dalam
melakukan perbuatan hukum, schingga keharusan ini memberikan
dampak terhadap keabsahan perbuatan hukum tersebut. Dalam skripsi ini
1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

. Perceraian adalah adalah salah satu sebab terputusnya perkawinan,
sebagaimana pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa
perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan

pengadilan.
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G. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam
rumusan masalah adalah tanggapan dan pemahaman asatiz PERSIS Bangil
terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama.
2. Sumber data

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
yakni asdtizPERSIS Bangil,

b) Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen, buku, hasil
penelitian yang berwujud laporan. Diantaranya, buku Panduan
Hidup Berjama’ah Dalam Jam’iyyah PERSIS, diktat profil
PERSIS Bangil, webset PERSIS Bangil dan Brosur
Pesantren PERSIS Bangil.

3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan
ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari terwawancara.'® Wawancara ini
dilakukan dengan asatiz PERSIS Bangil yang berada di kabupaten

Pasuruan.

'® Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan suatu Praktek, Jakarta: Rineka Cipta,
1998,h. 115



15

b) Telaah pustaka yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang
berkaitan dengan judul penelitian. Di antaranya buku “A. Hasan
Bandung: Pemikir Islam Radikal”, buku “Panduan Hidup Berjama’ah
Dalam Jam’iyyah PERSIS”, diktat profil PERSIS Bangil,
webset PERSIS Bangil dan Brosur Pesantren PERSIS
Bangil.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, penulis
menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir
deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan
diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang perceraian, Penelitian
deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi
atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki,'

Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan

pandangan asatiz PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di

Pengadilan Agama serta metode ijtihad yang biasa dipergunakan oleh para

asatiz PERSIS Bangil. Selanjutnya, terhadap pemaparan tersebut

dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif,

' Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 63
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Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang penulis susun memuat lima bab. Pada bab
pertama, pendahuluan, meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, perceraian dalam hukum Islam, meliputi, pengertian
perceraian, hukum dan dasar hukum perceraian, bentuk perceraian, alasan
perceraian, akibat hukum perceraian, hikmah perceraian dan perceraian di
depan sidang pengadilan.

Bab ketiga, data penelitian, meliputi, profil pesantren PERSIS Bangil,
manhgj istinbat hukum PERSIS, pandangan asatiz persis Bangil terhadap
keharusan perceraian di Pengadilan Agama

Bab keempat, analisis data, meliputi, analisis terhadap manhaj istinbat
hukum PERSIS , analisis terhadap pandangan asatiz PERSIS Bangil tentang
keharusan perceraian di Pengadilan Agama

Bab kelima, penutup, meliputi, simpulan dan saran



BAB I

PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berasal dari kata
cerai, yang berarti berpisah, kemudian mendapat awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’,
sehingga menjadi perceraian, yang artinya perpisahan.' Perceraian merupakan
istilah hukum yang digunakan Undang-undang perkawinan sebagai penjelas
“putusnya perkawinan”, yaitu berakhirnya hubungan hidup sebagai suami
istri.> Dalam ensiklopedi nasional Indonesia, disebutkan perceraian adalah
peristiwa putusan perkawinan suami istri yang diatur menurut tata cara yang
dilembagakan untuk mengatur hal itu.’ Menurut Subekti, perceraian adalah
penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karena tuntutan salah
satu pihak selama perkawinan.*

Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, yang berasal

dari kata BNl lky 3Mb) yang berarti sl ) oy Ju ) atau B3, yang

'TIM PKPPPB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 2005,h. 200
2 Amir Syarifuudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan

Undang-undang Perkawinan, Jakarta, Kencana, cet. ke-3, 2009, h. 189

3 Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1990, h. 79
4 R. Subekti, Pokok-pokok Perkara Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1994, h. 42

17
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artinya, melepaskan.” Kemudian kata talak ini pun menjadi istilah populer
yang digunakan masyarakat Indonesia. Kata “talak”, memberikan makna,
“membuka ikatan”, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti
“bercerai’, lawan dari “berkumpul” kemudian dua kata itu dipahami oleh para
ahli fikih sebagai istilah yang berarti perceraian antara suami istri.5

Sayid Sabiq dalam bukunya Figh al-Sunnah, menjelaskan bahwa talak
menurut istilah syara’ adalah: “melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri
hubungan perkawinan suami istri’, Senada dengan Sayid Sabiq, Abdur Rahman
al-Jaziri dalam kitab Figh ‘Ala Mazhab Arba’ah, menjelaskan bahwa
pengertian talak secara istilah menghilangkan ikatan perkawinan dengan
ucapan tertentu. Adapun pengertian “Izalafun Nikalf* pudamya akad
perkawinan di mana sesudah itu suami tidak halal lagi mencampuri istrinya.®

Kamal Muchtar dalam bukunya “Asas-asas Hukum Islam Tentang
Perkawinan”, mengutarakan bahwa perkataan talak atau cerai dalam fikih, ada
yang bermakna arti umum dan khusus. Pengertian umum dari talak adalah
segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan suami, yang telah ditetapkan

hakim dan perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami-

5 Munawwir , Ahmad Warson, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya, Pustaka
Progresif, edisi kedua, 1997, h. 532.

¢ Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, cet.
ke-4, 2004, h. 156.

7 Sayid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid I1, h. 206

¢ Abdul al-Rahman Al-Jaziri, Figh ‘Ala Mazhab Arba’ah, Juz 1V, Mesir, Maktabah al-
Tijariyah, t.t, h. 249
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istri tersebut. Sedangkan pengertian khusus dari talak adalah perceraian yang
dijatuhkan oleh suami.’ |

Kemudian pengertian perceraian menurut fikih di Indonesia, sebagaimana
yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan,
yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila
perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan
jika datang dari istri disebut cerai gugat."

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dalam skripsi ini, penulis
simpulkan bahwa, perceraian menurut etimologi adalah melepaskan atau berpisah.
Sedangkan menurut terminologi perceraian adalah perbuatan hukum yang
merupakan salah satu akibat terputusnya tali perkawinan suami-istri, dengan

mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

B. Hukum dan Dasar Hukum Perceraian
Dalam al-Qur’an tidak terdapat ayat yang menyuruh atau melarang
cksistensi perceraian, berbeda halnya dengan perkawinan ditemukan beberapa
ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur’an yang
mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur apabila talak itu terjadi,

seperti ketika suami menceraikan, istrinya harus dalam keadaan siap memasuki

% Kamal Mukht ar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 156

1 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadiian Agama, Jakarta, Sinar
Grafika, cet ke-2 2001, h. 207
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masa iddah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at- Talag ayat 1.!!
Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal talak, sebagian
mengatakan bahwa hukum asal talak adalah dilarang (haram), sehingga
ditemukan (ada) kebutuhan kepadanya atau dengan kata lain hukum talak
adalah boleh, apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Menurut M.
Thalib dalam bukunya “Perkawinan Menurut Islam”, menegaskan pendapat
yang benar adalah pendapat golongan Hanafi dan Hambali yang melarang
talak, kecuali ada alasan yang benar,'?

Adapun di antara ayat al-qur'an yang bisa dijadikan dasar hukum
perceraian adalah sebagai berikut;

1. an-Nisa* 130
P L VR 81 e 2 2650 .
u&u,x)iuso\fjwwu{ws:*,uf,@op
Artinya: Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan

kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adslah
Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

2. al-Bagarah: 229

s 4 2 ° o” P s 0 ¢ o 2 of . 0~ weoo0, 7 -
l:;.: ‘}A;t}' ufr.’is‘k.._, U_, 9\....0—!; @}...5 )‘ })j.’)"“” ﬂ\-«ﬁp 9\5’4}# "LUaJ\

- -

//9/ . 9‘00 n:a, . . aE:,,e. "or 2 d
usguu,:\;.t,.fg;mrfj;og::xuu,:x;u,guwuqof\};@},i;’;w

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, h. 200

12 M.. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, Surabaya, al Ikhlas, cet. ke-2, 1993, h. 99
13 Departemen Agama R.I A/-Qur’an dan T erjemah, h. 99
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Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang
baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuvali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allsh. jika kamu khawatir bahwa kedvanya (suari
istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan
oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,
Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang
yang zalim.*

3. al-Bagarah:. 230,

@ o o

“_‘ . o0le o o8 (f /:d" o. f‘ra‘: £ o . oz $ Aor o }’d z (,( R 1.
inCbmwuyoﬂ&\a—)J ’L?dek}guwwup
O lsg 8 Gl 300 i o0 30 G of B oy g

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga
dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang
lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya
(bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada
kaum yang (mau) Mengetahui.””

4. at-Talag 1,

' Departemen Agama R.I A/-Qur’an dan Terjemal, h. 36
' Departemen Agama R.1 A/-Qur’an dan Terjemah, h. 36
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Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu Maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (vang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke
luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.
Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”’

Sedangkan hadits yang biasa dijadikan dasar hukum talak,
diantaranya:
1. Hadis riwayat dari [bnu Umar ;

bo§ ° PR . ° Hos 0 . LR ./:ﬂ/ o 2 }e)a" :{5/
3‘-‘,dj’g"“u’&}:’bg'&’ﬂu’,)"dmu”‘;*r’dﬁ;b”

JUJJ»L;%)J;J;:,;;:;?J&‘;@g;ﬁ;j;;ﬁabggiégs;;

17,_ ¢
Ukl

' Departemen Agama R.1 A/-Qur’an dan Terjemah, h. 558
17 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, juz 11, h.120
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“diceritakan dari Kasir bin ‘ubaid dari Muhammad bin Khalid dari
Mu’arif bin Wasil dan Mubarib bin Disar dari dari Ibnu Umar,
bahwasannya Rasulullah Saw bersabda perbuatan halal yang dibenci
Allah SWT adalah talak’

2. Hadis riwayat Abdullah bin Umar:

P or Jc <

£
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“diceritakan dari ismail bin ‘abdullah berkata malik menceritakan kepadanya
dari nafi dari ‘abdullah bin bin Umar r.a, bahwasanya dia menceraikan istrinya
dalam keadaan haid pada masa rasulullah saw. Kemudian Umar bin Khatab
mempertanyakan hal tersebut dan rasul menyuruh untuk segera kembali
kepada istrinya/ruju’ dan menahannya sampai suci kemudian haid dan suci
lagi. Setelah itu jika menghendaki dia maka menahannya dan jika
menghendaki mentalaknya sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh
Allah jika mentalak istrinya.”

18 Bukhari, Matan Bukhari, Juz III, Indonesia: al-Haramain, t.t, h. 268
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Berdasarkan pertimbangan dalil-dalil di atas, hukum asal dari talak itu

menjadi makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka

hukum talak itu adalah sebagai berikut : *°

a)

b)

d)

Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat
dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudaratan yang lebih
banyak akan timbul;

Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian
dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu
sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya; -

Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh
hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli
istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar
kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya, Tindakan itu
memudaratkan istrinya.

Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan
haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Adapun dasar hukum dalam fikih di Indonesia, tertuang dalam undang-

undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 dan 39, yaitu:

“Pasal 38:

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan

Pengadilan.

' Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 201
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Pasal 39:
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri.
(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri.”?

C. Bentuk Perceraian

Perkawinan dilakukan dengan tujuan berumah tangga untuk sclama-
lamanya, akan tetapi adakalanya ada scbab-scbab tertentu yang
mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, diputuskan di tengah jalan
atau terpaksa diputus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi
perceraian antara suami istri.?!

Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai
terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian tidak boleh
dilaksanakan setiap saat ia kehendaki. Pada dasarnya perceraian itu
diperbolehkan, akan tetapi Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah
suatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam, hal ini bisa dilihat

dalam hadis Nabi yang mengatakan :

%0 Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, h. 37-38

n Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta, Lberty,
cet. ke-2, 1986, h. 103
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“diceritakan dari Kasir bin ‘ubaid dari Mubammad bin Khalid dari
Mu’arif bin Wasil dan Muharib bin Disar dari dari Ibnu Umar,

bahwasannya Rasulullah Saw bersabda perbuatan halal yang dibenci
Allah SWT adalah talak’

Dengan melihat hadis nabi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
talak itu diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan
suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh
suami istri, setelah diusahakan sebelumnya untuk dapat mengembalikan
keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.

Adapun sebab atau bentuk putusnya hubungan perkawinan (perceraian)
menurut hukum Islam ialah sebagai berikut :

1. Talak
Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami
dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih
mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada

wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.”

72

2! Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, juz 11, h. 1863
2z Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press, cet. ke-9, 2000, h.
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Adapun syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak
ialah berakal sehat, telah balig, tidak karena paksaan. Semua para ahli
fikih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah
dewasa, balig dan atas kehendak sendiri, bukan terpaksa atau ada paksaan

dari pihak ketiga.?*

. Khult'

Talak &hulu'atau talak tebus ialah perceraian atas persetujuan suami
istri dengan jatuhnya talak satu kepada istri dengan tebusan harta atau
uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara khulu'®

Dasar diperbolehkannya khulu’ ialah : surat al-Bagarah ayat 229,

sebagai berikut :
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Artinya: Talak (vang dapat diryjuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang
baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari

2 bid,h. 73
» M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, h. 127
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yang Telah kamu berikan kepada mercka, kecuali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami
istri) tidak dapat menjalankan hukum-huvkum Allah, Maka
tidak ada dosa atas kedvanya tentang bayaran yang diberikan
oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,
Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang
yang zalim.*
Adapun syarat sahnya khulu'ialah sebagai berikut :*’
a) Perceraian dengan khu/u'itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan
persetujuan suami istri,
b) Besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan
persetujuan bersama antara suami istri,
3. Syiqaq
Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah fikih berarti
perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang
dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.

Pengangkatan hakam kalau terjadi syigaq ini, ketentuannya terdapat

dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 35, yang berbunyi :
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% Departemen Agama R.I A/-Qur’an dan Terjemah, h. 36
27 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 234
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Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduvanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari kelvarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengeaa].zs

Menurut Kamal Mukhtar tugas dan syarat-syarat orang yang boleh
diangkat menjadi hakam adalah sebagai berikut :
a) berlaku adil di antara pihak yang berperkara;
b) dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri itu;
¢) kedua hakam disegani oleh kedua belah pihak (suami istri);
d) hendaklah berpikir kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak
lain tidak mau perdamaian.?
4, Fasakh
Arti fasakh jalah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa
perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atau permintaan salah satu pihak
oleh hakim Pengadilan Agama,
Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut
fasakh di pengadilan ialah :
a) Suami sakit gila;
b) Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk
sembuh;

c) Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan
hubungan kelamin;

% Departemen Agama R.I A/-Qur’an dan Terjemah, h. 84
*» Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam T entang Perkawinan, h. 174
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d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada
istrinya;

e) Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan
suami;

f) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita,
sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah
cukup lama.*

5. Ta'lig talaq

Arti dari pada talig ialah menggantungkan, jadi pengertian ta%ig
talaq ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin
terjadi yang telah discbutkan dalam suatu perjanjian yang telah
diperjanjikan lebih dahulu.’!

Pembacaan faig talaq ini tidak merupakan keharusan hanya secara
sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami mengucapkan taffg
setelah melakukan akad nikah. 7a%ig talag ini diadakan dengan tujuan
untuk melindungi kepentingan istri supaya tidak dianiaya oleh suami.

Ketentuan diperbolehkannnya mengadakan ¢a7ig itu tercantum di

dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ayat 128, yang berbunyi :
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%0 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, h. 114

3! Kamal Mukht ar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 227
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Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan  perdamaian yang  sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak
acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.>

6. Illa’

Ila’ ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan,
Sedangkan menurut istilah 7/2° artinya bersumpah tidak akan mencampuri
istrinya dalam masa yang tidak ditentukan.>®

Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut,
hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik kepada
istrinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah
(kataraf) saja. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan
istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara;
membayar kafarat sumpah serta kembali baik kepada istrinya, atau
menalak istrinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua

perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa. Firman

Allah dalam surat a/-Baqarah226-227 :

% Departemen Agama R.I A/-Qur’an dan Terjemah, h. 99
3 Wahbah Zuhaily, al-Fikih al-Islamiy wa adilatuhu, Juz IX, Bairut: Dar al-fikr, 2604, h. 7070



32

o @ - 2,0 - 3 ®
ok

ﬁ/ao,a*e# /J{’,a . gt “ age )o‘ ,/n‘) ‘fgo 0’ . ° " . .
\y}&uﬁ; ' r_‘e.))‘,.a.ca.m u?\;;bo?#»fgq)iﬁjwbiwoﬁﬁw;\l!
LT ] rr".:’_,’

Artinya : Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh
empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada
istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang, Dan jika mereka berazam (bertetap hati
untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui. 3

Mengenai cara kembali dari sumpah 7/a’ tersebut dalam ayat di atas
ada 3 pendapat :

a) Kembali dengan mencampuri istrinya itw, berarti mencabut
sumpah dengan melanggarmya (berbuat) sesuatu yang menurut
sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia
tidak mencampuri istrinya itu, maka dengan sendirinya kepada istri
jatuh talak baim,

b) Kembali dengan campur jika tidak halangan, tetapi jika ada
halangan, boleh dengan lisan atau dengan niat saja;

c) Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun

tidak. >

7. Zhihar

3 Departemen Agama R.I A/-Qur’an dan Terjemah, h. 36
% Wahbah Zuhaily, a/-Fikih al-Islamiy wa adilatuhu, h. 7079
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Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan i/a’ Arti
zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya baginya sama
dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami
telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai zhihar diatur dalam al-

qur’an surat al-Mujadalah ayat 2-4, sebagai berikut :
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Artinya Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap
istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu
mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang
melahirkan mereka. Dan sesunggubnya mereka sungguh-sungguh
mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan
sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, Orang-
orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak
menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya)
memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu
bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, Barang siapa yang
tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua
bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa
yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh
orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah
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dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-
orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.®

Adapun denda zhiharialah -’
1. Memerdekakan hamba sahaya;
2. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa 2 bulan
berturut-turut;
3. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin tiap-
tiap orang Y2 sa’ fitrah (3/4) liter;
8 Lian
lian ialab laknat yang di dalamnya terdapat peryataan bersedia
menerima laknat Tuhan apabila yang mengl;capkan sumpah itu berdusta.
Dalam hukum perkawinan sumpah //2n ini dapat mengakibatkan putusnya
perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. //'an ini terjadi kalau
ada tuduhan istri berzina®®
Akibat //'an suami, timbul beberapa hukum:
a) Dia tidak disiksa (didera);
b) Si istri wajib disiksa (didera) dengan siksaan zina;
c) Suami istri bercerai selama-lamanya;

d) Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami.

3 Departemen Agama R.1 Al-Qur’an dan Terjemah, h. 542
37 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam T entang Perkawinan, h. 202
%8 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukumn Islam Tentang Perkawinan, h. 203
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Untuk melepaskan istri dari siksaan zina, dia boleh me-/i'an pula,
membalas /i’az suaminya itu.>® Sebagaimana Firman Allah SWT : surat a/-

Nur: 8-9 sebagai berikut :

r,fya P f, /f = oA

ST e o) i&sg gt 251 KEs

£

Artinya : Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali
atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk
orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa Ilgnat
Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. ¥

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk
perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :
a. Permohonan talak (Cerai talak)
~ Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan
bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta

meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan

%8 Wahbah Zuhaily, a/-Fikih al-Islamiy wa adilatuhu, h. 7097-7099
% Departemen Agama R.1 A/-Qur’an dan Terjemah, h. 78
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tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum
banding dan kasasi.*
b. Cerai Gugat
Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap
suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas
dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan.

Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83

Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khu/u’. Khulu’ berasal
dari kata khal’u as-Saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah
pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli
fikih memberikan pengertian khu/u’ yaitu perceraian dari pihak perempuan
dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.*!

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan
Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

1. Fasakh;

2. Syiqag;

3. Khulu’;

% Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, h. 208
1 Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, h. 261
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4. Ta'lig Talag.

D. Alasan Perceraian

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19

Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan :

pasal

ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

ayat 2; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu ficlak. akan dapat rukun sebagai suami istri,

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975,

19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai

berikut :

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di luar kemampuannya;

Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

“ Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, h. 37-38
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Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2
alasan lagi selain yang disebutkan di atas :
a) Suami melanggar ta'lig talag,
b) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakharmonisan dalam rumah tangga.*

E. Akibat Hukum Perceraian
Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 tahun 1974)
tidak disebutkan atau tida.kAdiatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam
Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya
perkawinan karena perceraian ialah :

1. baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berciasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan
keputusannya,

2. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan
tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

“ Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam, h. 116
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3. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
istri-istri.*’

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala
bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah 46

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan
tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila
terjadi hubungan menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya keduanya
tidak diberlakukan sanksi atau had zina karena adanya sywbhat ikhtilaf
ulama, atau sywbhat karena perbedaan faham ulama padanya. Ulama
Hanafiah dan ulama Syi’ah imamiyah membolehkan hubungan kelamin
antara mantan suami dengan mantan istri yang sedang menjalani 7ddah
thalag raj’iy dan hal itu sudah diperhitungkan sebagai ruju’. Ulama
zhahiriyah juga berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan
istrinya dalam Yddah raj’ly, namun yang demikian tidak dengan
sendirinya berlaku sebagai ruju’.

2. Keharusan memberi mut’ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang
diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut’ah
sebagai pengganti mahar bila istri di cerai sebelum digauli dan

sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi

* Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, h. 12
% Amir Syarifuudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 303
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mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut ’ah.
Dalam kewajiban memberi mut’ah itu terdapat perbedaan pendapat di
kalangan ulama, golongan zahirivah berpendapat bahwa mut’ah itu
hukunya wajib. Dasarnya ialah firman Allah dalam surat a/-Bagarah ayat

241, ialah sebagai berikut :
. , ] [ ~8s 0 .
u,. v:f‘ ‘ LA’F > > . J:‘ - L': i_ - r- 4 , /.)

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mutah menurut yang m;aruf,' sebagai suatu
kewajiban bagi orang-orang yang takwa,"*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mur’ah itu hukumnya
sunnah, karena kalimat hagqgan ‘ala al-muttagin di ujung ayat tersebut
menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib, kewajiban mur’ah itu
berlaku dalam keadaan tertentu,

3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama
sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat
membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya,
harus dilunasinya setelah bercerai.

4. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah, sebagaimana dijelaskan
di bawah.

5. Pemeliharaan terhadap anak atau Aadhanah.

4 Departemen Agama R.I A/-Qur’an dan Terjemah, h. 39
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F. Hikmah Perceraian

Melalui perkawinan Allah Swt. menginginkan agar manusia hidup di dunia
penuh dengan kedamaian. Dalam berkeluarga tidak seiamanya pasangan suami
istri akan tetap utuh dan harmonis, kadang terjadi perselisihan dan percekcokan
yang sulit dihindarkan. Perselisihan tersebut kadang menyebabkan terjadi
kekerasan yang bisa membahayakan jiwa, baik jiwa istri maupun jiwa suami
ataupun jiwa anak-anaknya. Pertengkaran antara suami istri pun melebar kepada
keluarga istri ataupun keluarga suami, sehingga rumah tangga bukan lagi
sebagai tempat yang aman tetapi penuh dengan ancaman. Untuk menyelesaikan
permasalahan keluarga seperti itu, Islam memberikan jalan keluar dengan
melakukan perceraian, agar semua pihak tidak ada yang tersakiti,

Meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal, tetapi perbuatan ini
pun di benci Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa kehalalan tersebut hanya
digunakan ketika rumah tangga sudah madharat. Hikmah diperbolehkannya
adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang menjurus kepada
sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga. Dalam
rangka menjauhkan terjadinya madharat yang lebih parah, maka ditempuhlah

perceralan. Dengan demikian, talak dalam islam hanya untuk tujuan maslahat.*®

“® Amir Syarifuudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 201
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G. Perceraian di Sidang Pengadilan

Allah SWT memberikan hak talak pada suami, akan tetapi suami tidak
diperkenankan untuk menggunakan talaknya tanpa alasan yang jelas dan tanpa
sebab. Sehingga di Indonesia kebolehan talak berlaku selektif yang harus
dilakukan di depan Pengadilan. Perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan
akan lebih menjamin hak kaum wanita dan memberikan jaminan terhadap
kemaslahatan umat Islam terutama tentang akibat hukum yang akan dirasakan
manfaatnya bagi keturunan mereka.* Sebagai contoh ketika suami menceraikan
istrinya di depan Pengadilan, maka Pengadilan akan menghukum suami untuk
membayar uang iddah, uang mut’ah, melunasi mahar yang belum lunas, biaya
anak-anak yang sesuai dengan kemampuan suami. *° Begitu juga selama
berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat,
Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.*!
Kewajiban-kewajiban tersebut akan dituangkan dalam putusan Pengadilan,

sehingga suami/istri tidak bisa mengelak dari kewajiban-kewajiban tersebut.

* Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan-Hukum Kewarisan-Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, cet. ke-4, 2006, h. 19

** Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, lihat, Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan
Indonesia 2007, h. 214

*! Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam, lihat, Wacana Intelektual, Undang-undang Perkawinan
Indonesia 2007, h. 210
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Apabila fikih keluarga Islam tetap mempertahankan fikih lama, yang
mengesahkan perceraian di luar Pengadilan Agama, maka akan terabaikan hak-
hak orang yang berkaitan dari perkara tersebut, misalnya hak anak, istri maupun
suami sendiri. Di samping itu, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan
tidak ada kepastian hukum untuk anak-anak dan istri-istrinya, sehingga hak-hak
anak atau hak-hak istri tidak bisa dijamin keberadaannya, pendidikan anak
dikhawatirkan akan terbengkalai. Perceraian seperti inilah yang akan membawa
kepada ke-madarat-an bagi perempuan ataupun anak-anak, serta tidak
dikehendaki oleh syari’at.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah mengeluarkan peraturan,
pasal 39 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa
“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak”. Pasal ini merupakan ketentuan hukum yang dibuat demi menjaga
tujuan syari’at dari perceraian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
hikmah perceraian di depan sidang Pengadilan Agama akan membawa kepada
kemaslahatan, karena akan terjamin hak-hak anak, hak-hak istri atau hak-hak
suami istri, sedangkan perceraian di luar Pengadilan akan membawa kepada ke-
madarat-an, karena hak-hak anak dan hak-hak istri akan terabaikan.

Perlu dipahami juga bahwa perceraian di pengadilan itu lebih menjamin

persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, yaitu. Pertama,
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sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah
alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri. Kedua,
sebelum mengeluarkan putusan pun, pengadilan bertindak sebagai hakam
(mediator) untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketiga, perceraian
di depan Pengadilan akan memperkecil jumlah perceraian.*

Menurut /bnv Qayim yang dikutip, Ahmed Zaki Yamani, mengatakan

bahwa sesungguhnya syars’at itu disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan

seluruhnya merupakan rahmat, kepeningan bagi umat semuanya serta bijaksana
seluruhnya. Maka setiap soal yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan,
dari rahmat kepada kebalikannya, dari kebaikan kepada kerusakan, dari
kebijaksanaan kepada kesia-sian, tidaklah termasuk dalam syari’at walaupun
dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil >

Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan, bahwa penggunaan
kepentingan umum ini sebagai sumber jurispundensi hukum Islam dan hal ini
memang suatu hal yang disepakati. al-Gazali, memperjelas, kepentingan umum
itu bukanlah segala sesuatu yang menyebabkan manfaat atau menolak madarat.

Tetapi ia adalah usaha memelihara dan mengindahkan tujuan syariat Islam. Dan

tujuan syariat adalah segala sesuatu yang dapat memelihara agama, jiwa, akal,

52 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, h. 92

** Yamani, Ahmed Zaki, Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kinj, terjemahan,
penerjemah: K.M.S. Agustjik, judul aslinya: Asy-Syariatul Khalidat Wa Musykilatul ‘Asr, Jakarta,
Lembaga Studi Iimu-Ilmu Kemasyarakatan, 1977, h. 19
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turunan, dan harta. Segala sesuatu yang memelihara dan menyelamatkan kelima
atau salah satu darinya di scbut kepentingan (mas/ahaf). Dan segala yang
meluputkannya dinamakan kerusakan. Pencegahannya adalah kepentingan™.**
Menurut Ahmad ar-Raysuni, kita harus menghidupkan kembali penafsiran
kemaslahatan atas teks. Tafsir kemaslahatan atas teks, maksudnya adalah kajian
dan analisis terhadap tujuan-tujuan teks dan kemaslahatan yang dituju dari
hukum-hukumnya, kemudian melakukan interpretasi dalam menentukan makna
dan kandungannya sesuai dengan apa yang diharapkan dari kemaslahatan, dan
itu — pasti — tidak dengan paksaan atau dalam tekanan. Kemudian, ar-Raysuni
mengungkapkan bahwa tidak akan ada kontradiksi antara teks dengan
kemaslahatan, Pada dasarnya pertentangan yang terjadi adalah antara
kemaslahatan dan pemahaman yang kaku dan sempit atas teks. Ketika teks
ditafsirkan dengan tafsiran yang hilang tujuan dan nilai kemaslahatannya, maka
akan terjadi benturan dengan kemaslahatan atau dengan yang lainnya.’’
Organisasi masyarakat di Indonesia berbeda menanggapi peraturan
perceraian harus di depan sidang Pengadilan Agama. Nahdlatul Ulama, melalui

Bahsul Masail dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta, memberikan sebuah keputusan
hukum bahwa apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan agama,

maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama dihitung talak yang pertama dan

34 Ibid, h. 20

** Ahmad ar-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, [jtihad antara Teks, Realitas, dan
Kemaslahatan Sosial, terjemahan, penerjemah: Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, judul aslinya: a/-
ijtihad: al-nas al waqi’i, al-maslahah, Jakarta, Erlangga, 2002, h. 33-34
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sejak itu pula dihitung iddahnya. Apabila suami telah menjatuhkan talak di luar
pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama merupakan
talak yang kedua dan seterusnya masuk dalam waktu iddah rajiyah.®.
Muhammadiyah dari hasil majelis tarjihnya berpendapat, bahwa perceraian di
luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Perceraian harus dilakukan melalui
proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami
mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh

hakim.>’

%6 Sahal Mahfud, ahkamul fukaha (solusi problematika aktual hukum islam, keputusan
muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999), h. 439

*’htp://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id (26 Januari
2009 ), Majelis Tarjih, Perceraian di Luar Pengadilan
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DATA PENELITIAN

A. Profil Pesantren PERSIS Bangil

Pesantren Persatuan Islam pertama kali didirikan di Bandung di Masjid
Persatuan Islam pada tahun 1936 (1 Zulhijjah 1354 H) oleh Ustiz A. Hasan,
M. Natsir ( mantan Perdana Mentri RI), R. Abdul Qadir dan Ustaz M. Ali Al-
Hamidi dengan jumlah siswa 40 orang dari hampir seluruh pelosok tanah air
dan manca negara. Tujuan mendirikan pesantren ialah akan mengeluarkan
mubaligin  yang sanggup menyiarkan, mengajar, membela, dan
mempertahankan agama Islam, di mana saja mereka berada, Kemudian pada
tahun 1940 pesantren tersebut dipindahkan ke Bangil dengan penambahan
pesantren putri bagi pelajar muslimah setelah satu tahun selanjutnya.
Pesantren sempat ditutup pada masa penjajahan dan kembali dibuka lagi pada
tahun 1951, sampai sekarang tetap berjalan dan bernama Pesantren PERSIS
Bangil.!

Ada empat periode kepemimpinan pesantren PERSIS Bangil, yaitu:

1. Periode A. Hasan (1931-1941 dan 1951-1958).

2. Periode Abdul Qadir Hasan (1957-1984)

3. Periode Ghazie Abdul Qadir dan Hud Abdullah Musa (1984-2002)

! http//PERSISbangil.cbj.net;
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Pada masa Abdul Qadir Hasan, sistem pendidikan PERSIS Bangil yang

sebelumnya memakai sistem angkatan di mana penerimaan santri baru pada
setiap 5 tahun sekali, diubah menjadi sistem klasikal.’ Kemudian pada masa
Ghazie Abdul Qadir dan Hud Abdullah Musa, pesantren mengambil keputusan
mendirikan Madrasah Tsanawiyyah dan Madrasah Aliyah PERSIS dengan
mempertahankan tradisi pesantren. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan
Negara sebagai persyaratan administratif formalistik dengan memprioritaskan
muatan materi pelajaran pcsantren."‘

Ciri khas dari pesantren PERSIS Bangil adalah menekankan pemahaman
fikih dan hukum Islam kepada peserta didik dengan metode istinbat langsung
dari al-quran dan as-Sunnah.’ Memasuki dasawarsa ketujuh, pesantren
PERSIS Bangil tetap eksis sebagai lembaga pendidikan Islam yang berpegang

teguh pada pemahaman dan pengalaman al-qur’an dan as-sunnah.’

* Suprihatin, Rustina Ambair, Pesantren Persatuan Islam Bangil Dan Para Alumninya Dalam

Dakwa Islam 1936-2007, Skirpsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007, h. 24

* Rifa’l, Labuhana Diah, Peranan PERSIS Bangil Dalam Usaha Pembaharuan Dan Pemahaman

Ajaran Islam, Skirpsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1986_, h. 48

* Ibid.
* Salam. Wawancara, Bangil, 2 Februari 2010

® Suprihatin, Pesantren Persatuan Islam Bangil Dan Para Alumninya Dalam Dakwa Islam

1936-2007,h. 24
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Pesantren PERSIS Bangil yang terdiri dari pesantren PERSIS putra dan
putri sebagai :"the real modern Islamic boarding school for Islamic law’
senantiasa berusaha untuk mendidik peserta didiknya agar memiliki
kapabilitas keilmuan dan keislaman di bidang hukum Islam dengan di dukung
oleh ilmu alat seperti ushul fikih, ulumu hadis dan bahasa arab, sehingga kata
taqlid tidak dikenal di lembaga pendidikan ini. Spesifikasi keilmuan di bidang
fikih inilah yang tidak henti-hentinya ditradisikan sekaligus dikembangkan
ol¢h pesantren PERSIS Bangil,”

Di era globalisasi dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang
pesat saat ini, pesantren tetap konsisten dan komitmen dengan visi-misi
pendidikannya untuk mencetak kader-kader Islam dengan kompetensi
keilmuan di bidang hukum Islam. Namun demikian, pesantren PERSIS Bangil
terus menerus melakukan perbaikan serta peningkatan sarana prasarana
pendidikan. Dengan didasari semangat keihklasan dan profesionalisme,
pesantren PERSIS Bangil siap menerima anak-anak kaum muslimin untuk
dididik menjadi ahli bidang hukum Islam.®

Pesantren PERSIS diasuh oleh asatiz alumni Pesantren PERSIS yang
melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi baik perguruan tinggi di luar negeri

dan dalam negeri di antaranya: Ustaz Luthfie A. Ismail (Mudir Pesantren

7 Ibid. 25
8 Lutfie Abdullah Ismail, Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bangil , t.t.,h. 3
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PERSIS, Alumni S1 Institut Da'wah Islamiyah, Libya), Ustaz Aliga Ramli
(Alumni S-1 Syari’ah Jam’iyyah Al-Imam, Riyadh - Saudi Arabia), Ustaz
Umar Fanani (Alumni Adab IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), Ustaz Imam
Mudzakkir (Alumni S-1 Ushuludin Jam’iyyah Al-Islamiyah, Madinah - Saudi
Arabia), Ustaz Bahauddin (Alumni Institut Da'wah Islamiyah, Libya), Ustaz
Amar Usman (Alumni S-1 Ushuluddin, Jam’iyyah Al-Imam, Riyadh - Saudi
Arabia), Ustaz Ali Abbas (Alumni S-1 Syari’ah Jam’iyyah Al-Baghdad, Iraq),
Ustaz Mahmud Fauzi Masdy (ITS Surabaya), Ustaz Putut Tri Subekti (LIPIA
Jakarta), Ustaz Wildan Shalihy (LIPIA Jakarta), Ustaz Triono Salim (IAIN
Sunan Ampel), UstazKhoirus Shouma (STIT Muhammadiyah, Bangil)’

Adapun pengasuh yang belum melanjutkan ke perguruan tinggi, di
antaranya, Ustaz Selamet Junaedi, Ustaz Salam Russyad, Ustaz Muhammad
Ikhsan, Ustaz Sahwan Samiang, Ustaz Ahsin Lathif, Ustazz Abu Bakar
Shiddiq, Ustaz Al-Jufri Armin. Selain itu, ada pula pengajar yang bukan
alumni PERSIS."?

Dalam mempertajam keilmuan para asatiz, pesantren mengadakan kajian
semacam bahsul masa’il seminggu sekali pada hari rabu malam. Pertemuan ini
khusus mengkaji permasalahan hukum Islam. Hasil dari kajian ini kadang

direkomendasi dan disampaikan pada Dewan Hisbah PERSIS supaya ditindak

® http//PERSISbangil.cbj.net
1 mbid.
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lanjuti lagi."! Kajian ini pun dijadikan sebagai wadah mempererat silaturahmi
dan media transformasi ilmu pengetahuan antara para asatiz. Dengan demikian
dinamika keilmuan di kalangan pesantren pun tetap berjalan.'?

Menurut Ustaz Lutfie, pimpinan pondok pesantren, menyatakan bahwa
Pesantren PERSIS Bangil tidak mempunyai hubungan hierarki dengan
organisasi Persatuan Islam. Pesantren PERSIS Bangil memiliki sistem dan
kurikulum sendiri dalam mengelola pesantren. > Berbeda dengan pesantren
yang memiliki hierarki dengan organisasi PERSIS, selain adanya persamaan
kurikulum, pesantren tersebut diberi nomor urut, misalnya pesantren PERSIS
No. 99 Ranca Bango Garut. Meskipun pesantren tidak memiliki ikatan dengan
PERSIS pusat, tetapi secara kultur dan emosional tetap terjalin dalam satu
komunitas Persatuan Islam (PERSIS). Bentuk konkret pesantren memiliki
ikatan kultur dan emosional tersebut, para asatiz pesantren banyak menjadi
anggota PERSIS dan PERSISTRI'*, Bahkan ada tiga asatiz yang menjadi

anggota Dewan Hisbah'> PERSIS, yaitu, Ustiz Lutfie A. Ismail, Ustaz Salam

! Lutfie Abdullah Ismail, Wawancara, Bangil, 6 Desember 2009; Lutfie adalah pimpinan
pesantren PERSIS Bangil, alumni S1 Institut Da'wah Islamiyah, libya dan sekarang menjadi anggota
Dewan Hisbah PERSIS.

2 Ibid,

B Lutfie , Wawancara, Bangil, 6 Desember 2009; begitu pula keterangan dari Ahsin, Aliga,
dan Fatahillah waktu penelitian di Bangil pada tanggal 1-5 Februari 2010.

4 PERSISTRI adalah Persatuan Islam Istri, badan otonom PERSIS buat para Muslimah
PERSIS

'* Dewan Hisbah adalah Dewan yang membahas permasalahan-permasalahan keagamaan dan
hukum Islam di PERSIS
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Rusyad dan Ustaz Ahsin Lathif.'® Dengan demikian, para asatiz PERSIS
Bangil pun berperan terhadap dinamika perkembangan PERSIS secara

umumnya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.!”

B. Metode Istinbat Hukum PERSIS Bangil

Dalam Persatuan Islam (PERSIS) wadah yang khusus membahas
permasalahan hukum Islam adalah Dewan Hisbah. Metode ijtihad hukum
Islam Dewan Hisbah PERSIS ini ditetapkan dalam keputusan sidang Dewan
Hisbah PERSIS XIV yang ditandatangani oleh KH. E. Sar’an (ketna) dan KH.
Siddiq Amien (sekretaris) pada tanggal 8 juni 1996 yang kemudian diterbitkan
oleh pimpinan Pusat PERSIS J1. Pajagalan No. 14 Bandung,'®

Metodologi pengambilan keputusan hukum Islam Dewan Hisbah
PERSIS terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, sumber hukum dan metode
istinbat hukum. Pendahuluan metodologi pengambilan keputusan hukum Islam
berisi tentang definisi hukum secara bahasa dan istilah. Dalam metodologi
pengambilan keputusan hukum Islam dikatakan bahwa hukum adalah
menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain atau mencegahnya. Di samping itu,

dalam pendahuluan dijelaskan pula lima kategori hukum, yaitu ijab (wajib),

16 Lutfie , Wawancara, Bangil, 6 Desember 2009; begitu pula keterangan dari Ahsin, Aliga,
Salam dan Fahaillah waktu penelitian di Bangil pada tanggal 1-5 Februari 2010.

' Ibid.

'® Lihat lampiran buku, Jaih Mubarok, Metodelogi Ijtihad Hukum Islam, Yogyakarta, UII
Press, cetakan pertama, 2002, h. 181
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nadb (sunah), fabrim (haram), karahah (makruh) dan ibahah (mubah atau
kebolehan)."

Pada bagian kedua dijelaskan mengenai sumber hukum Islam adalah al-
Qur’an dan as-Sunnah. Al-Qur’an merupakan sumber pertama, disebutkan
bahwa al-quran bersifat gaft’iy al-wurud (periwayatannya meyakinkan); akan
tetapi dari segi penunjukannya, al-qur’an bersifat gatt 7y al- dilalah (pasti) dan
kadang zanniy al-dilalah (tidak pasti, samar). Dalam hal yang termasuk gatf iy
al- dilalah tentu tidak ada perbedaan pendapat, sedangkan dalam hal yang
bersifat zanniy al-dilalah, memungkinkan timbulnya perbedaan pendapat
karena diperlukan garinah yang menguatkan.?

Sumber hukum kedua as-sunnah. As-sunnah adalah apa-apa yang datang
dari nabi selain al-qur’an, baik itu ucapannya, perbuatannya, dan sikap
diamnya (taqrir), Setelah itu dijelaskan tentang kedudukan as-sunnah dalam
tasyri’ islam. Hubungan as-sunnah terhadap al-qur’an itu yaitu, sunnah sebagai
penguat (fawkid) terhadap hukum-hukum yang telah ada dalam al-qur’an; as-
sunnah sebagai penafsir dan pengikat terhadap ayat-ayat yang mujmal, umum
atau mutlak; dan as-sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum baru yang

tidak ditetapkan dalam al-qur’an.?!

' Siddiq Amien, dkk, Panduan Hidup Berjama’sh Dalam Jam’iyyah Persis, Bandung,
Pimpinan Pusat PERSIS, cetakan pertama, 2007, h. 208-209

2 1bid. h. 210
2 Ibid h. 183
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Kemudian dalam melihat as-sunnah, diklasifikasi dua macam, yaitu
mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak
orang, dan mereka mustahil sepakat untuk berdusta, diterima banyak orang
pula dan periwayatannya sampai kepada nabi Muhammad Saw melalui
penglihatan atau pendengaran langsung. Sedangkan ahad adalah hadis yang
diriwayatkan oleh beberapa orang secara terbatas di bawah jumlah mutawatir.
Selain Klasifikasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, as-sunnah juga
diklasifikasikan dari segi periwayatan, yaitu gatt iy al-wurud dan zanniy al-
wurud.?

Pada bagian metode istinbat hukum terdiri atas enam bagian, yaitu:?
pertama, kaidah usuliyyah (kaidah bahasa) yang mencakup:

a. pembagian /afaz dari segi makna, yaitu khas (mutlaq, muqayad, amr,
nahy), ‘am dan musytarak,
b.pembagian /afaz dari segi pemakaian arti, yaitu hakikat, majaz,
sarih, dan kinayah,
c. pembagian /afaz dari segi cara memahami makna.
Kedua, cara-cara menyelesaikan nass yang nampak bertentangan adalah:
a. Tarigat al-jam’i, yaitu menggabungkan dua dalil yang nampak

bertentangan, dua-duanya dipakai dan diamalkan;

2 Ibid. h. 211-212
B Ibid h. 212-223
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b. Tarigat al-tarjih, yaitu mengambil dalil yang paling kuat dari dua
dalil yang sama-sama sahih jika tidak memungkinkan untuk
dikompromikan;

C. Tarigat  al-naskh, yaitu menggugurkan salah satu dalil apabila
diketahui dari segi sejarahnya mana dalil yang terlebih dahulu dan
mana yang belakangan (kemudian), upaya ini dilakukan apabila
tarigat al-jam’i dan farigat al-tarjih tidak mungkin dilakukan.

Ketiga, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah:
1. Perbedaan data yang diterima, karena keterbatasan fasilitas dan

koleksi hadis yang berbeda,

N

Perbedaan data tentang ke-sah7f-an atau ke-daifan hadis
3. Perbedaan titik tolak dalam memahami hadis
4. Perbedaan pemahaman atau persepsi dalam memahami nash yang
telah disepakati ke-safif-annya
5. Perbedaan rumusan mustalah al-hadis, ushul fikih, atau yang
lainnya.
Keempat, prinsip-prinsip dalam ber-istid/al dengan al-qur’an adalah:
1. Mendahulukan zahir ayat atas ta’wil dan memilih cara tafivid
dalam masalah-masalah yang termasuk bidang keyakinan

(I’tiqgadiyyah)



56

2. Menerima dan meyakini isi kandungan al-qur'an sekalipun
nampak bertentangan dengan akal dan adat.

3. Mendahulukan makna hagigi atas makna majazi kecuali jika ada
qarinah

4. Apabila ayat al-qur'an bertentangan dengan hadis, yang
didahulukan adalah ayat al-qur’an meskipun hadis tersebut
mutafaqun ‘alayh

5. Mencrima adanya nasikh dalam al-quran dan tidak menerima
adanya ayat-ayat mansukh (nasikh kuly)

6. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-
qur'an dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika
terjadi perbedaan penafsiran di kalangan para sahabat.

7. Menggunakan tafiir bil ma’sur atas bil ra’y

8. Menerima hadis sebagai bayan terhadap al-qur’an, kecuali ayat
yang telah digunakan dengan sigat hasr (pembatasan)

Kelima, prinsip-prinsip dalam ber-/stid/al dengan hadis adalah:

1. Menggunakan hadis safih dan hasan dalam mengambil keputusan
hukum.

2. Menerima kaidah “hadis da’if dapat saling menguatkan”: apabila
da’if dari segi hafalan (a/-dabf) dan tidak bertentangan dengan al-

qur’an dan hadits lain yang sahih. Kaidah tersebut tidak dapat
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diterapkan pada hadis yang ke-daifannya dari segi kefasikan rawi
atau tertuduh dusta.

. Tidak menerima kaidah “hadis da’fdiamalkan untuk keutamaan;
karena sahil yang menunjukan keutamaan amal cukup banyak”

. Menerima hadis sahih sebagai tasyri’ yang berdiri sendiri,
sekalipun tidak merupakan bayan dari al-qur’an

. Menerima hadis ahad sebagai dasar hukum selama hadis tersebut
sahih.

- Hadis mursal sahabi dan mawquf bi hukm al-marfu’ dipakai
sebagai hujjah selama sanad hadis lain yang sahih.

. Hadits mursal tabi’j dijadikan hujjah apabila hadis tersebut
disertai garinah yang menunjukan ketersambungan sanadnya.

. Menerima kaidah “pihak yang menilai cacat lebih diutamakan
atas pihak yang menilai adil”, dengan syarat: a. jika yang mencela
menjelaskan kecacatan rawi, b. jika yang menilai cacat dapat
diterima; dan c. jika yang menilai cacat tidak menyebutkan sebab
kecacatannya, sedangkan di pihak lain ada yang menilai bahwa ia
sigah, maka yang didahulukan adalah yang menilai adil dan

mengabaikan penilaian kecacatan.

. Menerima kaidah “semua sahabat nabi saw adalah adil”
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10. Riwayat orang yang suka melakukan tadlis dapat diterima jika ia
menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan jelas sigat
penerimaannya (fahammul) menunjukan ketersambungan, seperti

menggunakan kata “3”

Keenam, masalah yang tidak ditetapkan ketentuan hukumnya dalam al-

qur’an dan hadits, diselesaikan dengan cara berijtihad jama’i dengan rumusan

sebagai berikut:

19

Tidak menerima 7jma’ secara mutlak dalam bidang ibadah, kecuali
ijma’ sahabat

Tidak menerima giyas dalam ibadah mahdah, sedangkan dalam
masalah ibadah gair mahdhah, qiyas dapat diterima selama
memenuhi persyaratan giyas

Apabila terjadi pertentangan dalil, langkah yang ditempuh adalah
menggabungkan, mencari dalil yang lebih kuat dan melakukan
penghapusan apabila urutan dalil dapat diketahui

Dalam berijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah ushul fikih

sebagaimana lazimnya para fuqgaha

. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab, tetapi

pendapat imam mazhab menjadi bahan pertimbangan dalam
mengambil keputusan hukum sepanjang sejalan dengan al-qur’an dan

as-sunnah,
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Demikian prinsip dan metode istinbat hukum dewan hisbah PERSIS
yang dirumuskan pada keputusan sidang Dewan Hisbah persatuan Islam XIV
tahun 1996 di Bandung.

Menurut Ustaz Lutfie, istinbat hukum para asatiz Pesantren PERSIS
Bangil pun menggunakan metode istinbat yang sama, meskipun dalam hasil
ijtihadnya kadang ada beberapa persoalan yang berbeda pendapat antara
pemahaman PERSIS Bangil dengan PERSIS Bandung.?* Misalnya, setelah
ruku, PERSIS Bangil mengartikan kata dalam hadis “kembali ke posisi awal”
dengan kembali pada posisi setelah takbir, sedangkan PERSIS Bandung
mengartikannya kembali pada posisi sebelum takbir. Dalam praktek penentuan
menekankan mustalah hadis-nya. Pengaruh mazhab imam Syafi’i kuat dalam
ushul fikih dan fikih yang diterapkan PERSIS Bangil, Tetapi dipengaruhi pula
mazhab imam Hanafi dan sedikit terpengaruh mazhab Zariyyah, sehingga bisa
dikatakan menjadi rumusan ushul fikih tersendiri. Rumusan itu pun sudah
terbentuk dalam sebuah diktat kecil, karena ushul fikih ini masih pada level

pesantren sehingga belum dikenalkan muqaranah mazahib. *

Pandangan Asatiz PERSIS Bangil Terhadap Keharusan Perceraian Di

Pengadilan Agama

% Lutfie. Wawancara, 6 Desember 2009
 Fatahillah, Wawancara, Bangil, 1 Februari 2010
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Berdasarkan wawancara terhadap beberapa asatiz PERSIS Bangil,
perceraian dimaknai terputusnya hubungan suami-istri atau memutuskan
perkawinan karena tidak mampu lagi membina keluarga, setelah berusaha
rukun dan melakukan perdamaian.?®

Dalam masalah hukum perceraian, menurut asatiz PERSIS Bangil,
hukum perceraian adalah suatu perbuatan yang mubah. Perceraian boleh saja
dilakukan bagi pasangan suami-istri yang menghendakinya. Adapun suatu
hadis yang menyatakan “perceraian merupakan perbuatan halal tetapi dibenci
Allah Swt”, perlu dikaji ulang tentang kualitas hadits tersebut. Menurut
mereka, andaikan hadits itu sah7h secara sanad, tetapi dalam matannya, hadis
tersebut terdapat kontradiksi, “perbuatan halal tetapi dibenci’, merupakan
sesuatu yang tidak logis. Meskipun hadis itu diterima, hukum dari perceraian
pun tetap saja mubah, karena itu merupakan solusi bagi rumah tangga yang
tidak bisa harmonis kembali.?’

Menurut asatiz PERSIS Bangil, Perceraian (talak) merupakan hak
prerogatif suami, sehingga suami boleh menceraikan istrinya kalau dia
menghendakinya. Tetapi perceraian itu sah apabila telah memenuhi
persyaratannya secara syari’af, diantaranya, istri tidak dalam keadaan haid,

ketika mencerai suami dalam keadaan sadar, dan dihadirkannya saksi saat

% Lutfie, Fatahillah, Aliga, Ummi, Tajunnisa, Umar, Wawancara, Bangil, 1-5 Februari 2010
27 .
Ibid.
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bercerai.”® Saksi dalam perceraian ada karena dalam perkawinan pun harus
dihadirkan saksi, dalil tentang kesaksian tersebut sebagaimana Q.S. af-Talaq:

2,
o‘o or o o7 E] n‘fr « So~r - | : 7T of « fo.- of7 Glzftq’z 7.7
\’g‘f‘)” T L] ‘)-\;@_ﬂj ‘g}))a,u’u.a)sgb J‘ ;.)J )g...ﬁ L',gl._v\:p

’°’41J\ i |wu’-°,‘bf§°~’q3{;f°‘341'533"*\\’_'?
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Artinya: “maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik
dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara
kamu dan hendakiah kamu tegakkan kesaksian Ifu Karena
Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang
beriman kepada Allah dan han akhirat. Barang siapa yang bertakwa
kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke uar™”

Adapun mengenai sebab-sebab perceraian, menurut usatadz Absin, "

“dalam Islam itu cerai diperbolehkan tentu sebabnya syari’at, kalau sebabnya

tidak syari’at tidak boleh, tapi kalau dilakukan tetap sah perceraiannya. Tetapi

perbuatan yang tidak berdasarkan syari’at, berarti berdosa”.*® Sedangkan

Ustaz Aliga menjelaskan perceraian itu mubah, tetapi alasan perceraian itu

harus benar bahwa hak-kewajiban suami-istri sudah tidak bisa berjalan lagi.!

® Ibid.

 Departemen Agama R.I A/-Qur’an dan Terjemah, h. 558
* Ahsin, Wawancara, Bangil, 4 Nopember 2010

*! Aliga Ramli, Wawancara, Bangil, 2 Febuari 2010
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Menanggapi peraturan yang menyatakan bahwa perceraian harus
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, para asatiz menyambut baik
terhadap keharusan tersebut. Alasannya karena akan mendapatkan surat bukti
di masyarakat bahwa pasangan tersebut sudah bercerai, suami pun tidak
mudah menjatuhkan talak, pemeliharaan anak pun tidak terabaikan dan
terjaminnya pembayaran nafkah mut’ah Hal ini terutama bagi masyarakat
awam yang kurang mengetahui hak dan kewajiban (akibat hukum ) apabila
mereka bercerai,”?

Meskipun para asatiz menyambut baik peraturan tersebut, tetapi bukan
berarti perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah. Perceraian di
luar pengadilan pun tetap sah apabila ada saksi saat terjadi perceraian tersebut
karena dalam al-qur’an dan hadis tidak ada ketentuan yang mensyaratkan
perceraian harus di pengadilan, Pada zaman nabi, seseorang ingin menceraikan
istrinya tidak diharuskan perceraian tersebut depan Nabi.** Kemudian Ustdz
Lutfie mengungkapkan, seandainya perceraian itu sah apabila depan
pengadilan maka keadaan pasangan tersebut akan menggantung selama proses

di pengadilan®*

2 Lutfie, Amar, Fatahillah, Aliga Ramli, Abu Bakar, Ahsin, Ummi, Tajunnisa, Umar,
Wawancara, Bangil, 1-5 Februari 2010

3 Lutfie, Amar, Fatahillah, Aliga Ramli, Abu Bakar, Ahsin, Ummi, Tajunnisa, Umar,
Wawarncara, Bangil, 1-5 Februari 2010

3 Lutifie, Wawancara, Bangil, 3 Februari 2010
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Bagi para asatiz PERSIS Bangil, perceraian di Pengadilan Agama
merupakan permasalahan administratif negara. Keharusan tersebut tidak bisa
mengubah hukum asal perceraiannya. Sehingga ada dua pengertian sah, sah
menurut agama dan sah menurut negara. apabila ada suami-istri melakukan
perceraian di luar pengadilan agama, maka perceraiannya sah menurut agama
tetapi tidak sah menurut negara. Akan tetapi, menurut Ustiz wajiz dan Ustaz
Fatahillah, perceraian harus di pengadilan bagi orang yang awam terhadap
perkawinan dan perceraian, sedangkan bagi orang yang sudah memahaminya
tidak di pengadilan pun tidak masalah.*

Menurut Ustaz Umar Fanany, Ustaz senior pesantren, mengatakan,
fenomena masyarakat yang mudah bercerai dan mengabaikan akibat hukum
dari perceraian, tidak bisa menjadi alasan hukum perceraian berubah. Hukum
keabsahan cerai itu sudah ditentukan syari’az Adapun dalam mengatasi
persoalan perceraian tersebut, harus dimulai dengan melakukan penyadaran
dan pencerdasan masyarakatnya. Sistem pendidikan yang digunakan harus
pendidikan Islam, sesuai dengan tuntutan al-qur’an dan hadits. Pendidikan
yang Islam ini akan menumbuhkan pula suatu keluarga yang bernuansa Islam.
Suatu keluarga yang terbina dengan aturan Islam, pasti akan jauh dari
perceraian. Andaikan terpaksa bercerai, masyarakat tersebut pun akan bercerai

dengan baik, tidak akan mengabaikan hak dan kewajiban satu sama lainnya,

2010.

3 Fatahillah, Wawancara, Bangil, | Februari 2010; Wajiz, Wawancara, Bangil, 2 Februari
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Kalau kehidupan keluarganya tidak secara Islam dan terjadi perceraian,
kemudian ditanyakan bagaimana konsep Islam mengatasi hal tersebut, maka
itu merupakan penghinaan terhadap agama Islam.*

Senada dengan Ustaz Umar, Ustaz Aliga Ramli pun menjelaskan bahwa,
dalam hukum Islam, keadaan sosial atau lingkungan tidak bisa mengubah
ketentuan hukun/ syari’at yang telah jelas terdapat dalam al-qur’an dan al-

hadits. Perceraian merupakan hukum yang sudah ditentukan aturannya oleh

hukum tersebut. Perubahan suatu hukum itu bisa saja terjadi kalau memang
ditemukan dalil baru yang sahih, yang harus mengubah ketentuan hukum
sebelumnya. Seharusnya manusia yang harus mengikuti aturan hukum Allah
SWT, bukan hukum yang harus mengikuti keadaan masyarakat.*’

Asatiz PERSIS Bangil memandang “Magasidu syari’al” adalah suatu
hikmah dari syara’ bukan berati meninggalkan nash dan mengubah suatu
hukum asal, terkecuali pada kasus tertentw/kasusistik.’® Sehingga penetapan
hukum baru bahwa perceraian sah apabila di depan Pengadilan Agama dengan
landasan magasid syariah “kemaslahatan ummat” itu tidak bisa diterima.*’

Menurut, Ustaz Aliga, pengasuh senior pesantren, mengatakan, “kita

36 Umar Fanany, Wawancara, Bangil, 5 Februari 2010
3 Aliga Ramli, Wawancara, Bangil, 2 Febuari 2010
3% Salam, Wawancara, Bangil, 2 Februari 2010.

* Ummi, Wawancara, Bangil, 4 Februari 2010.
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pendekatannya tekstual, bukan seperti Munawir Sadzjali yang kontekstual
schingga karena masyarakat Solo laki-laki kerjanya main sabung ayam,
pembagian ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama bahkan bisa lebih
besar perempuan, tergantung konteks sosial lingkungannya”.*°

Hubungannya dengan péran pemerintah sebagai pemimpin masyarakat
Indonesia, asatiz PERSIS Bangil bemegané bahwa pemerintah bukan ;‘amﬁ
minkun’ dalam QS. an-Nisa’ayat 59. Pemimpin dalam ayat tersebut adalah
pemimpin yang berpegang pada hukum Allah SWT, Bahkan walaupun
berpegang kepada hukum Allah SWT tetapi fatwanya bertentangan dengan
hukum Allah SWT maka tidak wajib menaatinya. Keharusan perceraian
merupakan aturan pemerintah, tidak mengubah hukum keabsahan cerainya.
Akan tetapi, bagi perempuan akan rugi apabila cerai di luar pengadilan, karena
tidak dilindungi negara.*! Oleh karena itu, Ustazah Ummi Kulsum, meskipun
tidak sepakat keabsahan cerai harus di Pengadilan Agama, tetapi beliau
mengarahkan sebagai warga Indonesia agar tidak nikah siri dan jika cerai harus
di proses di Pengadilan Agama, demi keberlangsungan selanjutnya.*

Berdasarkan pandangan asatiz PERSIS Bangil bahwa perceraian di
Pengadilan Agama hanya sebatas administratif, sehingga menurut mereka,

“jkrar talak” yang diucapkan di Pengadilan Agama sifatnya main-main atau

“ Aliga Ramli, Wawancara, Bangil, 2 Febuari 2010,
4 Ibid.
2 Ummi, Wawacara, Bangil, 4 Februari 2010
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menegaskan apabila sebelumnya suami sudah menceraikan istrinya. Berbeda
dengan pendapat Nahdlatul Ulama, melalui Bahsul Masail dalam Muktamar
ke-28 di Yogyakarta, berpendapat bahwa apabila suami telah menjatukan
talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim
agama merupakan talak yang kedua dan seterusnya masuk dalam waktu
iddah raj’iyah® Menurut Ustaz Ahsin Lathif, anggota Dewan Hisbah
PERSIS, menjelaskan bahwa setiap cerai (talak) harus ada nikah baru, baik
talak satu maupun talak dua. Schingga ketika suami menceraikan istrinya,
terus mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama, maka ikrar talak tersebut
tidak menjadi talak keduanya karena status mereka memang bukan suami-istri
lagi.* Kemudian Ustaz Aliga Ramli menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat
“hak suami terhadap mantan istrinya” waktu masa iddah adalah hak mendapat
prioritas menikahi mantan istri dibanding laki-laki lain karena masa iddah
mantan istri haram menerima lamaran laki-laki lain.** Pemahaman ruju’ dalam
talak satu dan dua tidak ada kaitannya suami boleh kembali kepada mantan
istrinya dengan begitu saja. Ruju’ yang pernah disebutkan dalam sebuah
hadits, itu bukan berarti rujunya tidak menggunakan akad baru. Perkawinan

adalah suatu akad yang menyebabkan terjadinya hubungan suami istri dan

“ Sahal Mahfud, ahkamul fukaha (solusi problematika aktual hukum islam, keputusan
muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999), h. 439

4 Ahsin lathif, Wawancara, Bangil, 4 Februari 2010.
4 Alig Ramli, Wawarncara, Bangil, 2 Februari 2010
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perceraian adalah terputusnya perkawinan (hubungan suami-istri). Apabila
cerai sudah terjadi maka supaya menjadi suami istri lagi harus nikah kembali,
yaitu dengan akad dan mahar baru.’® Bahkan Seandainya mantan istrinya
menolak untuk kembali maka itu diperbolehkan karena itu hak mantan
istrinya.‘”

Asatiz PERSIS Bangil menyarankan, scharusnya Pengadilan Agama
bertugas untuk meninjau perceraian yang dilaporkan apakah perceraiannya
sudah sesuai syari’at atau belum, yaitu diharuskannya ada saksi dan dalam
keadaan sadar saat menceraikan dan keadaan istri tidak dalam keadaan haid.
Setelah itu baru dibuatkan surat cerai sebagai alat bukti perceraian mereka.
Bagi mercka yang belum menceraikan maka di proses perceraiannya di
Pengadilan Agama. Sehingga pemerintah tidak mengubah hukum yang sudah
pasti ditentukan dalam syari’at. Kemudian untuk memperkecil angka
perceraian secharusnya pemerintah menangani terlebih dahulu penyebab
terjadinya perceraian, sehingga menutup keinginan bercerai, bukan
mempersulit perceraian dengan mengubah hukum cerai sah apabila di

Pengadilan Agama.*®

46 Ahsin Lathif, Wawancara, Bangil, 4 februari 2010
47 Alig Ramli, Wawancara, Bangil, 2 Februari 2010

% Alig Ramli, Wawancara, Bangil, 2 Februari 201; Ahsin Lathif, Wawancara, bangil, 4
februari 2010; Ummi, Wawacara, Bangil, 4 Februari 2010; Umar Fanany, Wawancara, Bangil, 5
Februari 2010; Fatahillah, Wawancara, Bangil, 1 Februari 2010; Wajiz, Wawancara, Bangil, 2
Februari 2010; Lutifie, Wawancara, Bangil, 3 Februari 2010; Tajunnisa, Wawancara, Bangil, 3
Februari 2010 )



BAB IV
ANALISIS PANDANGAN ASA7IZZPERSIS BANGIL TERHADAP

KEHARUSAN PERCERAIAIN DI PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Metode Istinbat Hukum PERSIS Bangil

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa
PERSIS Bangil dalam menentukan sumber suatu hukum, dasar utamanya
adalah al-qur’an dan hadis. Selain itu, tidak bisa menjadi sumber hukum Islam.
Dalam ber-istidlal dari al-qur’an, PERSIS lebih mengutamakan penafsiran
secara bil ma’sur dibandingkan b/ ra’yi. Kemudian dalam ber-istidlal dari
suatu hadis pun, PERSIS begitu ketat. Dalam menentukan hukum, hanya hadis
sabib atau hasan. Dalam penentuan hadis pun, hadis terscbut harus sahil
secara sanad dan matan. Jadi, tidak sembarang suatu hadis bisa dijadikan dasar
suatu hukum. Sedangkan persoalan yang tidak disebutkan secara langsung oleh
al-quran dan hadis sahih maka dewan hisbah menentukan hukum tersebut
berdasarkan kaidah wsu/ figh sebagaimana lazimnya digunakan para fugaha.
Perihal persoalan ibadah mahdah PERSIS tidak menggunakan ijma’ selain
ijma’ sahabat dan tidak menggunakan giyas. Kemudian dalam berijtihadnya,
PERSIS tidak terikat dengan pada satu mazhab, tetapi pendapat imam mazhab
menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil ketentuan hukum, selama

sesuai dengan jiwa al-qur’an dan hadis. Dalam membangun suatu hukum,

68
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PERSIS berpegang teguh terhadap wsu/ figh. Maqasidu syari’ah hanya
dianggap sebagai suatu hikmah dari penetapan suatu hukum yang sudah
ditetapkan al-qur’an dan hadis. Magasidu syari’ah tidak bisa mengubah suatu
hukum asal dari apa yang sudah ditetapkan al-qur’an dan hadis, tetapi berpijak
bahwa hukum yang sudah ditetapkan dalam al-qur’an dan hadis sudah pasti
mendekati magasidu syari’ah.

Menurut penulis, prinsip PERSIS dalat‘n penentuan hukum tidak terikat
dengan suatu mazhab, perlu diapresiasi karena dengan langkah ini akan
menimbulkan formasi baru (reformasi) hukum. Akan tetapi, pendekatan
PERSIS Bangil yang dilakukan adalah pendekatan tekstual dan pegangan
pemikirannya kurang mengedepankan maqasidu syari’ah dalam membangun
hukum, hal ini akan menjadikan hukum Islam kaku pula dan tidak fleksibel
untuk setiap tempat dan jaman. Dan tidak menutup kemungkinan sikap seperti
ini akan menghilangkan tujuan syariat (kemaslahatan vmum) dari hukum yang
ditetapkannya. Dalam perihal ibadah, pendekatan PERSIS Bangil ini masih
bisa diterima karena ibadah bersifat paksaan pula dari Allah SWT dan
berkaitan urusan individu. Akan tetapi, apabila persoalan tersebut sudah
menyangkut jama’ah/masyarakat yang lain, maka aspek magqasidu syari’ah
atau kemaslahatan umum harus menjadi sumber penetapan hukum pula.

Berdasarkan aplikatif metode ijtihad hukum Dewan Hisbah, nampak

bahwa Dewan Hisbah tidak memperhatikan kemaslahatan umum sebagai dasar
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penentuan hukum, sehingga hasil hukumnya saat diterapkan dalam lingkup
masyarakat dalam sebuah negara menemukan kebingungan. Hal ini bisa dilihat
dalam fatwanya, perkawinan nikah siri dengan maksud/niat tidak baik hanya
ditentukan “berdosa”. Dewan Hisbah tidak mengeluarkan fatwa perkawinan
siri untuk saat ini menjadi tidak sah, padahal dalam realitas sudah nyata bahwa
perkawinan nikah siri menimbulkan banyak madarat, terutama bagi pihak
perempuan. Apabila tetap menganggap sah perkawinan sehingga peluang atau
kesempatan kejahatan dalam perkawinan tersebut tidak bisa dicegah. Padahal
kalau melihat kemaslahatan secara umum, sebagaimana disepakati bersama
bahwa tujuan dari perundang-undangan Islam adalah kemaslahatan, maka
hukum perkawinan nikah siri menjadi tidak sah dan itu lebih sesuai kehendak
syariat .

Penulis menemukan pula bahwa dalam membangun suatu hukum,
PERSIS tidak mendiskusikan realitas dan teks (zass). Padahal sudah diakui
oleh para ahli fikih bahwa fikih terpengaruhi realitas. Pemahaman ini pula
bukan berarti fikih mengikuti realitas, tetapi maksud hal tersebut supaya fikih
harus realistis. Schingga seandainya digunakan pendekatan kontekstual, yaitu
mengabungkan teks dan realitas maka akan mendapatkan hukum yang lebih
sesuai dengan jiwa syars’at, kemaslahatan umum.

Penggunaan kemaslahatan umum ini bisa sebagai sumber jurispundensi

hukum Islam dan merupakan suatu hal yang disepakati. Kemaslahatan umum
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ini diartikan bukan sesuatu yang menyebabkan manfaat atau menolak madarat.
Tetapi ia adalah usaha memelihara dan mengindahkan tujuan syariat Islam.
Tujuan syariat tersebut adalah segala sesuatu yang dapat memelihara agama,
jiwa, akal, turunan, dan harta. Segala sesuatu yang memelihara dan
menyelamatkan kelima atau salah satu darinya disebut kemaslahatan dan

segala sesuatu yang menghilangkan kelima hal tersebut dinamakan kerusakan.

Pencegahannya adalah kepentingan.

Analisis Terhadap Pandangan Asatiz Persis Bangil Tentang Keharusan
Perceraian Di Pengadilan Agama
1. Hukum perceraian
Scbagaimana sumber hukum dan cara ber-istid/al dari sumber
hukumnya begitu ketat dan tekstual, PERSIS Bangil belum menerima
secara penuh hadis dari Abu Daud yang meriwayatkan hadis nabi bahwa
“talak adalah perbuatan halal yang di benci Allal’. Dengan berpegangan
terscbut PERSIS Bangil menganggap hukum cerai adalah mubah.
Terutama dalam talak, itu merupakan hak prerogatif suami, hak tersebut
bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Seandainya pun hadis tersebut
diterima sebagai dasar hukum, menurut mereka tetap saja hukum dari
perceraian itu mubah, karena itu suatu yang halal, dan rasul tidak pernah

melarangnya.
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Berdasarkan penelusuran penulis, hadis tersebut bisa dijadikan dasar
hukum, selain dikeluarkan Abu Daud, dikeluarkan juga Ibnu Majah dan di-
Sahih-kan oleh Hakim. Kemudian matan hadis tersebut suatu hal yang
logis pula, seandainya kita melihat tujuan dari akad nikah. Akad nikah
adalah suatu perjanjian yang kuat, antara pasangan dan Allah SWT,
schingga hadis itu ungkapannya seperti itu. Matan hadis tersebut menurut
penulis lebih mendekati makruh hukumnya bercerai (seandainya tidak
dikatakan haram), kecuali dalam keadaan darurat untuk bercerai. Hukum
‘makruh atau haram ini berdasarkan logika bahwa perceraian sudah
menyalahi tujuan perkawinan, yang mana perkawinan adalah suatu
akad/perjanjian semata-mata bukan hanya antara individu tetapi perjanjian
dengan tuhan juga, yaitu suatu Misigan Galizan. Schingga dalam
melakukan perceraian pun harus diperhatikan alasan-alasan perceraiannya.
Melihat alasan tersebut maka bisa dipertimbangkan apakah keluarga
tersebut benar-benar tidak bisa rukun kembali atau mempertahankan
keluarganya. Sehingga pandangan PERSIS Bangil yang menyatakan
bahwa talak adalah hak mutlak (prerogatif) suami, yang bisa dilakukan di
mana saja dan kapan saja, tidak harus di depan sidang Pengadilan Agama,
tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan analisis penulis, Allah SWT memang memberikan hak

talak pada suami, akan tetapi suami tidak diperkenankan untuk
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menggunakan talaknya tanpa alasan yang jelas dan tanpa sebab, Tujuan
dari syari’at Islam adalah terjadinya kemaslahatan umum, kalau talak
boleh dijatuhkan kapan saja dan di hadapan sembarang orang, maka
membuka peluang kaum laki-laki yang akan menggunakan nafsu
serakahnya. Apabila demikian, kebebasan mencerai akan menimbulkan
madarat, suami bisa mencerai dan menikah lagi sesuka hatinya. Jelas
perceraian seperti ini bukan menjadi mas/afat bagi kehidupan manusia,
justru scbaliknya akan membawa madarat dan hal ini bertentang dengan
“maqasidu syari’ah’. Dengan demikian, keharusan perceraian di depan
sidang pengadilan dalam rangka menjaga tujuan syariat atau magasidu
syari’ah dari perceraian tersebut,
. Pandangan asatizterhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama
Berdasarkan penelaahan terhadap apa yang telah penulis dapat
dalam penelitian, menunjukkan bahwa para asatiz PERSIS Bangil
mengakui kemanfaatan bukti autentik perceraian yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama. Alasannya karena akan mendapatkan bukti autentik di
masyarakat bahwa pasangan tersebut sudah bercerai, suami pun tidak
mudah menjatuhkan talak, pemeliharaan anak pun tidak terabaikan dan
terjaminnya pembayaran nafkah mut’ah. Hal ini terutama bagi masyarakat
awam yang kurang mengetahui hak dan kewajiban (akibat hukum ) apabila

mereka berceral. Sedangkan negatifnya, selama proses persidangan
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hubungan suami-istri tersebut menjadi tergantung-gantung, terutama bagi
istri. Akan tetapi, para asatiz PERSIS Bangil, memandang perceraian di
Pengadilan Agama merupakan permasalahan administratif negara.
Keharusan tersebut tidak bisa mengubah hukum asal perceraiannya.
Sehingga bagi mereka ada dua pengertian sah, sah menurut agama dan sah
menurut negara. Apabila ada suami-istri melakukan perceraian di luar
Pengadilan Agama, maka perceraiannya sah menurut agama tetapi tidak
sah menurut negara,

Dari keterangan tersebut, penulis bisa menganalisis bahwa PERSIS
Bangil mengakui perceraian di Pengadilan Agama lebih mas/ahat dan
perceraian di luar Pengadilan Agama menjadi madarat bagi kaum
muslimin. Hal ini sama dengan filosofis dari peraturan keharusan cerai di
depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian, menurut penulis, seandainya
pemahaman ini tetap berlangsung maka akan terjadi dualisme hukum, dan
kepastian hukum pun akan kabur. Melihat pandangan asatiz PERSIS
Bangil seperti itu, menunjukkan bahwa pandangannya tentang talak masih
bersifat individu dengan tuhan, aspek sosial dari perkawinan dan
perceraian tidak diperhatikan.

Menurut penulis pada saat ini, Undang-undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu fikih munakahat dalam bentuk

yang baru yang diberlakukan di Indonesia. Memang ada perbedaan dengan
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fikih munakahat para vlama klasik, tetapi karena hukum fikih dapat
mengalami perkembangan sesuai dengan kultur dan kebutuhan masyarakat
yang menjalankannya, maka terciptalah fikih baru yang sudah disesuaikan
perkembangan dan kultur bangsa Indonesia.

Keabsahan perceraian menurut asaftiz PERSIS Bangil tetap
berpatokan pada persyaratan secara syar’s. Sehingga perceraian di luar
pengadilan pun tetap sah apabila memenuhi persyaratan syar’i, yaitu
ketentuan al-qur’an dan hadis. Adapun persyaratan yang dikemukakan
asatiz PERSIS Bangil adalah suami dengan sadar dan sengaja
menceraikan, keadaan istri tidak dalam masa haid dan dihadiri saksi saat
pengucapan talaknya,

Menurut penulis, kalau kita mencoba mendiskusikan teks dan
realitas, maka sebenarnya keberadaan Pengadilan Agama dalam
persengketaan perceraian sesuai dengan syar’, Sebagaimana firman Allah

SWT. QS. an-Nisa’ ayat 35,
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Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-
laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua
orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
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Allah memberi taufik kepada svami-isteri itu. Sesunggulinya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal’

Dalam ayat tersebut, ada kata “hakam’” yaitu juru damai., Perceraian
ditahan terlebih dahulu sebelum menghadirkan hAakam. Ayat tersebut
menyebutkan hakam dari keluarga laki-laki dan perempuan, tetapi dalam
masa sekarang, bisa ditafsirkan bahwa fungsi hakam dari persengkgtaan
tersebut selain dari pihak keluarga tetapi lebih tepat Hakim Pengadilan
Agama. Apalagi sekarang ada sertifikasi sebagai hakim mediator, setelah
mengikuti pelatihan mediasi. Karena Hakim lebih kompeten dalam
pengertian “hakam” tersebut, fnaka perceraian pun diharuskan di depan
sidang Pengadilan Againa.

Kemudian sebagaimana pendapat asatiz PERSIS Bangil bahwa
perceraian pun harus ada saksi. Maka, seharusnya saksi tersebut pun harus
saksi yang adil dan yang paham akan kehidupan keluarga pasangan yang
akan bercerai. Berdasarkan pemahaman ini seharusnya perceraian di depan
sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat meneliti keadilan
saksi dan menyumpah saksi tersebut. Di samping itu, perceraian di depan
sidang Pengadilan Agama akan lebih memberikan kepastian hukum serta
memberikan kemaslahatan.

Perlu dipahami juga bahwa perceraian di pengadilan itu lebih
menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian.

Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir, bahwa kesesuaian tersebut,
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yaitu, pertama, sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian
tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian
antara suami-istri. Kedua, sebelum mengeluarkan putusan pun, pengadilan
bertindak sebagai hakam (mediator) untuk berusaha mendamaikan kedua
belah pihak. Ketiga, perceraian di depan sidang Pengadilan akan
memperkecil jumlah perceraian.

Pemahaman “figh” yang mengharuskan perceraian di depan sidang
Pengadilan Agama untuk saat ini bagi umat Islam di Indonesia, sama
sebagaimana ijtihad Umar bin Khatab r.a. tentang hukum talak pada
kepemimpinannya. Berdasarkan kepentingan umum, Umar bin Khatab r.a,
mengubah hukum talak dalam keadaan suami menjatuhkan talak tiga
sekaligus, pada satu ketika dan tempat. Padahal pada masa Rasulullah
Saw sampai awal pemerintahan Umar bin Khatab, talak itu dianggap talak
satu. Kemudian umar berpendapat bahwa masyarakat telah mempermudah
persoalan itu, maka perlu diberi pelajaran dengan menjadikan talak
semacam itu menjadi talak bain. Begitu pula, pada saat ini, masalah talak
ini diharuskan dilakukan depan pengadilan supaya menjaga kepentingan
umum (kemaslahatan) yang menjadi tujuan dari syariat talak itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah mengeluarkan
peraturan, pasal 39 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi

Hukum Islam, bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
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pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal ini merupakan ketentuan
hukum yang dibuat demi menjaga tujuan syariat dari perceraian. Dalam
pelaksanaan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama, maka secara
otomatis pihak yang ingin bercerai harus mempunyai alasan yang cukup,
sebagaimana yang sudah ditentukan undang-undang. Selain itu,
pengadilan menjamin akibat hukum perceraian dengan keluarnya putusan
Pengadilan Agama. Akibat hukum perceraian tersebut sebagaimana sudah
tercantum dalam pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan pasal
149-169 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi pemeliharaan anak,
pemberian nafkah mut’ah, hak dan kewajiban semasa waktu iddah bagi
mantan pasangan tersebut.
. Rekomendasi PERSIS terhadap peraturan perceraian

Asatiz PERSIS Bangil menyarankan, seharusnya Pengadilan Agama
bertugas untuk meninjau perceraian yang dilaporkan apakah perceraiannya
sudah sesuai syar’i atau belum, yaitu diharuskannya ada saksi dan dalam
keadaan sadar saat menceraikan dan keadaan istri tidak dalam keadaan
haid. Setelah itu baru dibuatkan surat cerai sebagai alat bukti perceraian
merecka. Bagi mereka yang belum menceraikan maka di proses
perceraiannya di Pengadilan Agama. Schingga pemerintah tidak

mengubah hukum yang sudah pasti ditentukan dalam syar’i. Kemudian
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untuk memperkecil angka perceraian seharusnya pemerintah menangani
terlebih dahulu penyebab terjadinya perceraian, sehingga menutup
keinginan bercerai, bukan mempersulit perceraian dengan mengubah
hukum cerai sah apabila di Pengadilan Agama.

Menurut penulis, kalau pengadilan hanya sebatas meninjau cerai
yang ada, mungkin pengadilan mudah dimanipulasi oleh masyarakat,
begitu pula peran pengadilan tidak mampu mengontrol keadaan
masyarakat. Padahal fungsi dari pengadilan adalah penegakan hukum,
yaitu hukum sebagai kontrol sosial dan hukum sebagai alat pemberdayaan
masyarakat (law as a tool as social control and law as a tool as social
angenerring). Peran seperti ini oleh Rasullah Saw telah dijalankan, Pada
gilirannya harus dicontoh oleh masyarakat modern dalam penegakan
hukum sebagai implementasi “amar makruf nahyi munkar’. Karena nilai-
nilai hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis bukanlah nilai
yang mengawang-awang di angkasa, hampa tanpa makna tak pernah
menapak di bumi. Melainkan implementasinya memerlukan siyasah
syar’lyyah dalam wujud campur tangan kekuasaan (fguliyah) baik
legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang)
dalam  hal perkawinan adalah KUA, maupun  yudikatif

(pengadilan/kehakiman) dalam menyelesaikan persengketaannya.
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Menurut penulis, keharusan perceraian merupakan langkah
memperkecil angka perceraian. Adapun penyebab perceraian, yang melatar
belakangi perceraian seperti masalah moral, pendidikan dan ekonomi,
permasalahan bidang itu sudah ada bagian yang menanganinya, yaitu di
bawah kepemimpinan eksekutif. Sehingga langkah-langkah, yudikatif dan

eksekutif ini harus berjalan bersamaan demi kemaslahatan umum.



BABYV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis susun, maka simpulan dari

penulisan ini adalah sebagai berikut:

1,

Metode ijtihad yang digunakan PERSIS Bangil sebagaimana yang
sudah ditetapkan pedoman ijtihadnya dalam dewan hisbah PERSIS.
Dalam pedoman ijtihad tersebut, dinyatakan bahwa yang meﬁjadi
sumber dasar hukum Islam adalah al-qur’an dan hadis. Dalam ber-
istidlal dari al-qur’an, PERSIS lebih mengutamakan penafsiran secara
bil ma’sur dibandingkan bi ra’yi. Kemudian dalam ber-istidlal dari
suatu hadis, PERSIS begitu ketat. Dalam menentukan hukum, hanya
menggunakan hadis sahih atau hasan. Dalam penentuan hadis pun,
hadis tersebut harus sahih secara sanad dan matan. Jadi, tidak
sembarang suatu hadis bisa dijadikan dasar suatu hukum. Sedangkan
persoalan yang tidak disebutkan secara langsung oleh al-quran dan
hadis sahih maka dewan hisbah menentukan hukum tersebut
berdasarkan kaidah ushul fikih sebagaimana lazimnya digunakan para
fugaha dan tidak terikat oleh satu mazhab. Kemudian terkait

“maqasidu syari’al’”, PERSIS hanya menjadikanya sebagi suatu
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hikmah dari hukum yang sudah ada, dan tidak bisa menjadi perubahan
asal hukum yang sudah ada.

. Bagi para asatizPERSIS Bangil keharusan perceraian di depan sidang
Pengadilan Agama merupakan permasalahan administratif, sehingga
jika perceraian sudah terjadi di luar Pengadilan maka perceraian
terscbut tetap sah. Akan tetapi, asatiz PERSIS Bangil tetap
menyarankan supaya melakukan perceraian di Pengadilan Agama agar
mendapat perlindungan hukum negara dalam kehidupan selanjutnya.

. Dalam menentukan suatu hukum PERSIS Bangil tetap berpegang
terhadap pemahaman tekstual sehingga hukum Islam tidak bersifat
fieksibel di setiap jaman. Seandainya perceraian di Luar Pengadilan
tetap sah, maka kemaslahatan umum kaum muslimin di Indonesia
akan terhambat. Padahal keharusan perceraian lebih sesuai dengan
syariat, karena hakim menjadi hakam dalam persengketaan pasangan
suami-istri tersebut, dan mengadakan penelitian terlebih dahulu

mengenai alasan-alasan perceraiannya.
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Adapun saran yang bisa penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah

sebagai berikut:

L.

Kepada seluruh pembaca bahwasanya perundang-undangan yang
mengharuskan perceraian di Pengadilan Agama lebih sesuai dengan
tujuan syari’at “Magasidu syari’ali’ dari hukum perceraian.

Kepada Persatuan Islam (PERSIS) untuk membahas permasalahan
perceraian di luar Pengadilan Agama dalam Dewan Hisbah PERSIS
sehingga mempunyai pengaruh nasional dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Kemudian dalam menetapkan suatu hukum,
diharapkan PERSIS lebih kontekstual memahami al-qur'an dan
hadis, serta porsi “Maqasidu syari’ali’ dalam penentuan hukum lebih
diprioritaskan.

Kepada pemerintah untuk selalu menyosialisasikan makna dari
tujuan perkawinan dan makna perceraian. Di samping itu,
pemerintah bertanggung jawab pula dalam mencerdaskan
masyarakat baik dalam masalah hukum maupun moralnya, demi

memperkecil angka perceraian di Indonesia.
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